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CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPD-LS

SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa

41/'_{ Ringkasan SPP-L.3;
@ Rincian belanje yang digjukan pembayarannya sampai dengan sub rincian
obyek;

Y Surat Pernyatasn PA/KPA  bahwa uang yang diminta tidak
dipergunaksan unrlk keperluan selain pembayaran langsung/ SPTUM-SPP-LS;
Pengantar SPM-LS;

¥, SPM-LS;
® Surat  Pernyatasn PA/EPA  Dbahwa uang yang diminta tdak
- dipergunaken uatuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTUM-SPM-LS;

S

Ef;} Surat Pernyataan Verifikasi PPX-SKPD /PPK Unit SKPD;

¥ Bukti Pembayaran yang Sah {azli bermeterai) Kwitansi Yang ditandatangani
oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembant dan Penerima Pembayaran;

O Bukti pembelian/nota pembelian  (untuk pengadaan/pembelian sampai

dengan Rp. 10.000.000,-);

O Bukt pembelian/nota pembelien dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas
Rp. 10.000.000,- sampd dengan Rp,50.000. 000,-);

0, Berita Acara hasil pelelangan ;

B/ RAB;

L“/ Faktu Barang ;

/ Faktur Tagihan;

Y Dokumentasi Barang ;

O / Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;

b‘)/ Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET :

% Surat Permohonan Pembayaran; "
Berita Acara Pembeyaran; .

0/ Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontralk lebih dar 200juta ;

D‘/ Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);

R}/ Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;

O Surat Perjanjian /Kontrak begerta lampiran-lampirannya;

O Surat Perintah Pengiriman untuk barang;

0O Referensi bank;

O Surat Jaminan bank:

O Fotocopy rekening giro bank:

@  Fotocopy NPWP/PKP;

0 Rekapitulasi Perincian Penggunsaan Dana per kode rekening belanja yang
digjukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
BITLING PPh dan PPN

O E-faktur pajak;

0O Tanda Bukti Pembayaren Pajak Daerah apabile ada;

0J, Lembar Verifikasi PPK-SKPD:

E{ Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikas; sesuai dengan ketentuan yang berlaimy

Yang mpmverifikasi . Nabire, QSKPQRM%HQJQE
5 | Mengetahui/Menyetujni
! Plt. Kepala lJdang Perbendaharaan

\

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023

No. SPM: 37.00/03.0/000194/L.5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
supaya menerbitkan SP2D kepada:

SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA
Bendahara / : PT. MECHTRON MASTEVI INDONES|A

Pihak Ketiga *)

No. Rekening Bank : 1060087799998
Nama Bank : Bank Mandiri
NPWP : 316867647113000

Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00‘0240000/P.03IJ.1/2023

Sumber Dana 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus

Potongan-potongan:

No. Draia ID Biling Jumiah
(No. Rekening)

1 |Pajak 028337751576062 | Rp450.900.901
Pertambahan
Nilai

2 | Pajak 028337752620131 | Rp61.486.486
Penghasilan Ps
22

Jumlah | Rp512.387.387

Untuk Keperluan:
Pembayaran Atas Belanja Pengadaan Modulator Operation Theatre With HVAC
pada PT. MECTHRON MASTEVI INDONESIA Oleh OFD Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah TA. 2023 Sesuai Tagihan
Terlampir { OTSUS )

Informasi: (Tidak mengurang! jumiah pembayaran SPM)

Pembebanan pada kode kegiatan

SPM yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN | URAIAN
SPD - 37.00/01.0/000011/1.02,2.14.0.00,02.0000/P,03/11/2023
1.02.02.1.01 Rp4.550.000.000

NILA{

Penyediaan Fasilitas Pelayanan,
Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02,02.1.01.04 | Pengembangan Fasllitas Kesehatan

Lainnya

Rp4.550.000.000

5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan

kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Rp4.550.000.000

Jumlah | Rp4.550.000.000

Jumlah yang Diminta (Bruto) Rp4.550.000.000

Jumiah Patongan Rp512.387.387

Jumlah Netto Rp4.037.612.613

Jumlah yang Dibayarkan Rp4.550.000.000

Uang sejumlah: (empat miliar ima ratus lima puluh juta
rupiah)

Jumlah SPP yang Diminta: Rp4.550.000.000
(terbilang: empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Nomor dan Tanggal SPP
37.00/02.0/000191/L5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 21-12-2023

_Nabire, 21 Desember 2023
- Pengguna Anggaran

mAﬁ'USA SUMULE, Sp.0G MH.Kes

NIP: 197106032000121004

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

*) coret yang tidak periu

SPM - 37.00/03.0/0001924/15/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Halaman 1




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah inj

nama : STEFEN MAREKU, 5.Kep.Ns
NIP + 197009121993121003
jabatan  : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor
37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah lengkap dan

sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku,

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun,

Nabise, 21 Desember 2023
PPK SKPD




PEMERINTAH PROVINS] PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS
Nomor: 37.00/02.0/000191/SPTJM ~ SPP L.5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran
37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.02.000D/P.03/12/2023 tanggal
sebesar Rp4.550.000.000 (terbilang empat miliar lima ratus lima pul
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA
menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Langsung (SPP-L5) nomor
21 Desember 2023 yang kami ajukan
uh juta rupiah) untuk keperluan DINAS
NA Tahun Anggaran 2023, dengan ini

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untu

k keperluan guna membiayai
kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayaj pengeluaran-pengeluaran
yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya,

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023
Pengguna Anggaran

dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.0G MH.Kes
NIP. 197106032000121004
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PROVINSI PAPUA TENGAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS
1. | Nama SKPD/Unit Kerja : | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. [Kode dan Nama Sub Kegiatan | : terlampir
3. |Nama Pengguna Anggaran ¢ |dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.0G MH.Kes
4. | Nama PPTK ¢ | STEFEN MAREKU, S.Kep, Ns
5. | Nama Bendahara ¢ | MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
Pengeluaran
6. | NPWP Bendahara + [406322172954000
Pengeluaran
Nama Bank : | Bank Papua
8. [Nomor Rekening Bank : 19000102000175
Untuk Keperluan : | Pembayaran Atas Belanja Pengadaan Modulator Operation Theatre With HVAC pada
PT. MECTHRON MASTEVI INDONESIA Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah TA. 2023 Sesuai Tagihan Terlampir (
OTSUS)
10. [ Dasar Pengeluaran : | SPD nomor:
37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023
Sebesar: Rp4.550.000.000 (terbilang: empat miliar lima ratus lima pulub juta
rupiah)
No Uraian
I [SPD
Tanggal : 31-10-2023 l Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 ' Rpl84.675.201.909
Il [SP2D Sebelumnya
Tanggal : - | Nomor : - l :

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperiukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Nabire, 21 Desember 2023
Pejabat Pela -‘_ Khis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

TEFEN

: s MARTHINA KOSTANTIJIA RUMAYAU, A.Md. KL
NIP. 19%8 08

98121003 NIP. 198307262006052001

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 ¢ Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran




PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.0Z.OOOO/P.03/12/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uralan Jumlah

NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000,’?.03;’11/2023

1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.01,04 Pengembangan Fasliitas Kesehatan Lainnya

1. 15.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp4.550.000.00ﬂ

TOTAL : Rp4.550.000.000

Terbilang: empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah.

Mengetahui/Menyetujui, Nabire, 21 Desember 2023
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

A SUMULE. Sp.0G MH.Kes MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, AMd.KL
NIP. 197106032000121004 NIP. 198307292006052001




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

N, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

NG JAWAB MUTLAK SPM-LS
4 .0.00.0Z.OOOOIP.03/12/2023

DINAS KESEHATA

e

SURAT PERNYATAAN TANGGU
Nomofr. 3'1.00!03.0/000194ISPTJM - SPM 15/1.02.2.1
Membayar Langsungd (SPM-LS) nomor
1 Desember 2023 yang saya ajukan
h juta rupiah) untuk keperluan DINAS
aran 2023, dengan ini

Surat pPerintah
/P.03/12/2023 tanggal 2
atus lima pulu
A BERENCANA Tahun Andg

Sehubungan dengan
37.00/03.0/000194/L5/1.02.2.14.0.00.02.0000
p4.550.000.000 (terbilang empat miliar limar

sebesar R
PENDUDUK DAN KELUARG

KESEHATAN, PENGENDALIAN

menyatakan dengan cebenarnya bahwa:

ebut di atas akan dipergunakan untuk kepertuan guna membiayai

1. Jumiah Langsung (LS) ters
uai DPA-SKPD.

kegiatan yang akan akan kami laksanakan s€5

2. jumlah Langsung |{
pengeluaran yang menu

mbiayai pengeluaran-

n digunakan untuk me
dengan pembayaran

LS) tersebut tidak aka
periaku harus dilakukan

rut ketentuan yang

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
n perneriksaan

g berlaku untuk keperlua

lainnya.

5% Bukti-bukti belanja terseb
KELUARGA BERENCANA s€
lnternal/Eksternal sebagai Bu

ut disimpan di
suai dengan ketentuan yan
kti Pertanggung]awaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas
uran perundangan yang perlaku.

sesuai dengan ketentuan perat

Demikian curat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 21 pDesember 2023
Pengguna Anggaran

E. Sp.0G

NIP. 1971060’32000121004




Nomor
Lampiran
Perhql

www.kontraktorHVAC.corﬁ

0020/MMI-MDN- 12-2023
1 {satu ) berkas
Permohonan Pemboyorcm

Kepada Yih
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan, Pengendclfon Penduduyk dan Keluarga Berencang
Provinsj Papuaq Tengah
di -

Nabire

Dengan Hormat

Bersamg jnj kamij mengajukan Pérmohonan untyk dapat dibayarkan Sisg Pembayaran

sebesar 70 ¢ (tujuh puluh persen) atas Pekerjaan Modular Opercﬂng Theatre with HVAC
Sesuaqi SPK -

Nomor : 440/984/PPK/OTSUS/KONTR—MOTPK/X 1/2023
Tanggal : 08 NOVEMBER 2023

yaitu sebesqr Rp 4.550.000.000

Terbilong: Empat milyar limg ratus lima puluh uta rupiah

NABIRE, 21 Desember 2023

>

MRsTEy INDONES|A

S ENDI
DIREKTUR

b=

41 62as P Mandar ng
Telepon gg4 8623578 Em st




PEMERINTAH PROVINS) PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN_, PENGENDALIAN PENDUDUK paN KELUARGA BERENCANA
JL. MERDEKA NABIRe - PAPUA TENGAH

I,

1I.

.

BERITA ACARA PEMBAYARAN
(BAP)

Nomor:

Pada harj jnj Kamjs tanggal dua PUlUh saty bulan Desember tahun pyg Ribu Dug Puluh

Tiga, kami yang bertandg
tangan dibawah in; .

1 Nama © dr. SILWANUS A SUMULE, SpOG(K).,MH.Kes
Nip * 19710603 200011 3 004
Jabatan ¢ Pejabat Pembuqt Komiimen
2 Namgq - WEND|
Jabatan Direktur pr. MECHTRON MASTEV| INDONES|A
Berdoscrkon :
I a. No, dan Tg! Kontrak 2 440/984/PPK/OTSU5/KONTR-MOTPK/XF/QOQS Tanggal 0g NOVEMBER 2023
b. Nilaj Kontrak ! Rp. 6.500.000.000
Terbi]ong * Enom Milyqr Lima Ratys Juta Rupiah.
C. Uraian Pekerjaan * Modulgr Operc:ﬁng Theatre Witk HvaC

2 Syorczf—Syorct Khusus Kontrak Hy

ruf M dan N feniong Pemberian Uang Muka
3 Jaminan Uang Mukg
No, :

Dari -
Sebesar b Rp -
maka PIHAK KEDUA berhak menerimg Pembayaran dayj PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikyi :

1 Perhi?ungon Pemboycrcm

Q. Nilai Pekerjaan s/g BAP ini (netto ) Rp.
b. Nilai BAP ini netto

Rp., 5.855.855.85¢
C. Nilaj Pekerjaan s/d BAP yang laly ( netto) Rp. -
d. Nilai Pekerjaan inji Rp. 5.855.855.854
€. Potongan - Potongan -

{i) Pengemboh‘cn Uang Muka

Rp. 1.756.756.757
{ii) Jumlah Potongan Rp. 1.756.756.757
f. F’emboyarcn BAP inj (netto)

Rp. 4.099.099.099
9. PPn 11 % ( dari 1.f) Rp. 450.900.90]
h. Jumiah Pembayaran BAP ini [ termasuk PPn ) Rp, 4.550.000,000
2 Rincian Sumber Pemboyoron.
a. Dang APBD Tahun 2023 Rp. 4.550.000.000
Terbilong 2 Empat Milyar Limq Ratus limg Puluh Jutg Rupiah,

PIHAK KEDUA sepakat atgs Pembayargn tersebut diatas dan dibayarkan kepada rek

ening
BANK Mandir caban Ung Krakatay Ng, 10600-877-99998

a/n PT Mechtron Mastey] Indonesiq

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

~SUMULE, S00G(K)., MH.Kes

Direkfur N \w = 19710603 200012 1 04

N—




644 144142
Pembayaran o d BAP yan lalu N*
Pembayaran BAP ini (Uang mura 30% -%%
Patongap Uang Myka ~
Total Pembg aran s/d BAP inj \

a/n Pr Mechtron Mastey| lndonesla

€nam) untyk dipergunokcm sebogoimona Mmestinyg,
FiHAk Ksp\gf\ A M al PIHAK PERTAMA
ON MASTE BNDONESI'A . ~PEJABAT PEMBUAT KOA&TMEN
4\ ~
) i 7




FAKTUR TAGIHAN
_‘_\\_

Kepada Yih ;
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Pend

Provinsj Papug Tengah
di -

Nabire.

uduk dan Keluarga Berencana

NO.

URAIAN JUMLAH (Rp)

1 [Sisa Pembayaran Tagihan sebesar 70%
Modular Operating Theatre wWith HVAC

Nomor 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/XI/2023
Tanggal : 08 NOVEMBER 2023

(tujuh puluh persen) atas Pekerjaan 4.550.000.000

JUMLAH 4.550.000.000
Terbilang : Empat milyar limg ratus lima puluh juta rupiah
NABI gl*p\esember 2023
PT. M V,IR@N-M%ESDTEVJ DONESIA
el
~—
_\_

DIREKTUR

PT. Mechtron Mastevi Indonesia
JI. Krakatay Sp Mandor No 28 Medan 202239
Telepon 061 6623678 Emay markermg@konuaklorh'.-uc com

www.kontraktorHVAC.com s _ g




Kepada
Pengguna Anggaran

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provins; Papua Tengah
di -

NABIRE

FAKTUR BARANG

; HARGA SATUAN JUMLAH
URAIAN g

VOLUME [SATUAN HARGA
HVAC Modular Operating Theatre I
e - AU ledig |

Lot Rp 4.550.000,000 | Rp 4.550.000.000
e e

e )

TOTAL COST Rp 4.550.000.000
Terbilang :

Empat milyar lima ratus lima puluh jutq rupialh

NABIRE, 21 Desember 2023
PT. MECH N.MASTEVI IN DONESIA

= iy \}@

DIREKTUR

PT. Mechtron Mastewv
JI. Krakatay Sp Mandor
Telepan 061 6623678 Emais -

www.kontraktorHVAC.com

i Indonesia
No. 28. Medan 20238
marketl t




PEMERINTAH PROVINS] PAPUA TENGAH
KESEHATAN, P

ENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUAR

DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

— S ot e £ .
H -
f Nama Produk | Kuantitas | Mata Uang Harga Satuan Jumi/lahuﬂarga
e
/\\\L\ o Wioe i i S
| MODULAR OPERATING THEATRE } 1.0 IDR Rp. 4.550.000.000 Rp. 4.550.000.000
j WITH HVAC ] | {
| , I J
e OO (el e A e
Jumlah Total Rp 4.550.000.000
Terbilang : Empat Milyar Lima Ratus Lima Pulul Juta | ﬁtjp;all i R o

Nabire, 18 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan pen

gendalian Penduduk dan
Kel ua r‘g‘éfae,renca\na,

~Silwanus A. S’Umule,Sp.,OG(K).MH.Kes
Pembina Tingkat I/.vg

NIP. 19710603 200012 1 004




BANK
N.

WANDR

K 11060087 799998

ﬁﬁi%ﬁiﬁ%@%?@&?

Sudah terima dayi ! Pengguna Anggaran

Dinas Kesehcrfon, Pengendqii

an Penduduk dan Keluargq Berencang
Tahun Anggaran 2023

Bonyczknyo Empat Milyar Limg Raius Limg Puluh juiq Rupiah, f

Untuk Peémbayaran - Pembayargn Tagihan Sebesar 709 (tujuh puiyh Persen) atas
Moduiar Operoﬁng Theaire Wiih HVAC
Sesuai dengan SPK :

Nomor : 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/X!/?_OZS
Tanggal Konfrak - 08 NOVEMBER 2023
Sumber Dang * APBD-DPA Dinas Kesehefon, P& KR Tahun Angaaran 2023
dengan kemajuan Pekerjaan dengan prestasi fisik Pekerjaan 7p %
Jumlah Rp. 4.550.000.00p
———l
Mengetchuf/Sefuju dibayar Nabire, 21 Desember 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN, PP & KB Yang Menerimg
PENGGUNA ANGGARAN PT. MECHTRON M@%@Q!NDONESIA
‘,,-f"?-P'—-QQ g o) :
o P
"_,:f ! 2 %—:J\ i
1/#”“‘“ J“_;';_‘:‘" e f@ﬂ;j i EER D
?vfmr_mm‘"—f 7 A 5661?&@(57
=l 7 st
I. SHWANUS A SUMULE, SpOG(K}.,MH.Kes WENDi
NIP. 19210603 200012 1 004 Direktur
Digjukan ke Bag. Keuangan ki)

BENDAHARA

o

MARTINA KGNSTANT!NA‘RUMAYAU, Amd. KL
NIP, 198307292005052091




PEMERINTAH PROVINS| PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JALAN MERDEKA NO. 534 KARANG MULIA KABUPATEN NABIRE

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Nomor : 440/984.A/BAPHP-MOTPK/X11/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas biilan Desentber tahun dua riby d
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berenc

ua puluh tiga bertempat di Dinas Késehatan
ana Provinsi Papua Tengah,kami y,

ang bertanda tangan di bawah ini
Nama STEFEN MAREKU,S.Kep.Ns
NIP 19700921 19931 2 1003
Jabatan

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Yang karena Jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah bada pasal 18 Ayat 5 ( melakukan pemeriksaan dan menerima h
pekerjaan pengadaan barang/jasa serta membuai dan menandatangani Berita Acara Serah Terim

ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan bar:

asil
a Hasil Pekerjaan), maka dengan
ang/jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA
Nama Dircktur :  WENDI

Alamat Perusahaan

JI. Mandor No. 28 kel. P, Berayan Barat 1. Kec Medan
Sebagai realisasi SPK

No. 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-
Dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :

Timur Kota Medan Sumatera Utara
MOTFPk/X1/2023 Tanggal 08 November 2023

No Jenis Barang Unit  (Mata Uang| Volume Harga Satuan Total Harga
: HVAC Modular Operating
1 Theatre/FKS-P2311.7882928 Lot IDR 1 6.500.000.000 Rp 6.500.000.000
Total| Rp 6.500.000.000
Nilai Kontrak| Rp 6.500.000.000
Terbilang : Enam milyar lima ratus juta rupiah
Pemeriksaan dinyatakan :

a. Baik/Lengkap
e e

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh benyedia barang/jasa kepad

a Pengguna Barang;

Yang Menyerahkan

HASIL PEKERJAAN PEL‘YEDIA DIPERIKSA OLEH :
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA PEJABAT PELAKS,
/%éi;ﬁhyediﬂ Barang
ﬁ’l ‘;

HGIATAN (PPTK)

el

DIREKTUR

NIP. 19710819 200582\1 001

Mengetahui/Menyetujui;
Kepala Dinas Kesehatan Pengeng/a,l_i_z{'r_t_lf’e'_ndigqu dan Keluarg;

e

a Berencana Provinsi Papua Tengah

_Selaku Peﬁgéilila Anggar




BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : oz T/MMI/NPR/X11/

2023

Pada hari inj Selisa t

anggal Sembilan Bulay De
Keluarga Berencana Provinsi Papu;
Frovinsi papy

sember Tahun Dyg Rib,
1 icn,g,;lll.Bcrdzts.'u'k;l|1
4 Tengah Nomor Sk 440-03 ¢
Penduduk dan ke

u Dua Pulup Tiga bertemp,
Surat Keputus

angzal 01 Mej 2023 Tent
anggaran 2023 makq say.

at di Dinas Kesehat

an Pengendalian Penduduk dan
alian Penduduk dan Keluarga Berencana

arang pengguna DpA Dinas Keseh
anda tangan dj bawah inj .

an Kepala Dinas Kesehat
ang penet

an Pengend

4pan pengurys b,
luaga Berencana Tahun

atan Fengendalian
4 yang bert

1.  Nama

WENDI
Jabatan : DIREKTUR
Alamat Jalan mandor No, 28 Kel. P, Berayan Daray 1. Kota Medan Sumatera Utary
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama NINGgI, S.Kep.Ns
NIP

19850717 201 104 2 002

Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dap Keluarga Berencan
Selaku PIHAK KEDUA
an deng

Jabatan :

a
Bahwa sehubung

an selesainyg pelaksana

HVAC Moduylar Oper

an pekerjaan :
- Namga Pekerjaan

ating Theatre
~ Nilai Pekerjaan Rp 6.500.000.000
- Nomor Surat spx : 440/984/rPK /0T SUS/KONTR-
Dengan memperhatikan Berif

menyatakan sebagaj berikut ;
1. FIHAK FERTAMA melakukan penyerahan bay
2. PIHAK KED UA menering penyerahan par

Terhadap hal-pg; Yyang berkeng
Nomor 440,984/ FPK/OTsus/

MOTTK/XI/2023
a Acara Seral Terima Hasi] Pekerjaan dayi Fejabat/Panitia Penerima Hasjp Pekerjaan, magka dengan ini
ang sebagaimang dimaksud kepad,
ang yang diserahkan olely PIHAK PER?

an dengan pascq serah terima hasjl pekerjaan inj tetap mengacy
KOI\"I‘R-MOTPK/.\'I/ 2023 dan ketentuan peraturan yang berlaky

Lot n 6.500.000.000 Rp 6.500.000.000

D 6.500.000.000
Rp 6.500.000.000

a PIHAK KEDUA ;
TAMA ;

®»

pada ketentuan Rontrak/spx

Berikut rinciap barang Yang diterimg :

HVAC Modular Operating
Theatre /FKS-P2311-

Demikian Beritg Acara ini dipy

at untuk dipergunakan seh,

Yang Menyeralikan (PIHAK PERTAMA)
Penyedia

Agaimang mestinya,

Yang Menerima (PIHAK KEDUA)
Pengurys Barang

el

NINGSI, 8. Kep. Ns
—_E-J___E_‘_
NIP. 19850717 201104 1 00z

1\4Cﬂgcf{i1_]{;1/1\/1611}&'&(_}‘![1‘;
Kepala Dinas Resehatan Pengendalj T Pendidulk nReluarga Berencana Frovinsi Papuia Tengah
w{Sd{lkulcngm_ A
ot




e NOMOR KONTRAK 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPP/X]/2023
* RUANGAN OK 1 RS PANIAI







PEMERINTAH PROVINS| PAPUA TENGAH
' DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
| DAN KELUARGA BERENCANA

-JI. Merdeka No. 53g, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815,

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440 /934 / PPK / QTSUS / KONTR — MOTPK / XI /2023
Tanggal : 03 NOVEMBER 2023

. oPEKERJAAN : , s
PENGADAAN MODULAR G2 “IRC THEATRE 13 - 742 OPERASI DI RSUD
: FUPATEN PANTAL i

LOKASI: U (0
4SLPAPUA TENGS: ;

BIAYA :

Rp. 6.500.000.000,-
( Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

PELAKSANA:
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

SUMBER DANA ;
APBD

TAHUN ANGGARAN 2023,

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIAA

Jalan Mandor No. 28 Medan




PEMERINTAH PROVINSI
= PAPUA TENGAH
I DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

JLM i
erdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440 / 984 / PPK / OTSUS / KONTR — MOTPK /X1 /2023
Tanggal : 08 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN :

PERATING THEATRE DI KAMAR OPERASI DI RSUD

PENGADAAN MODULAR O
KABUPATEN PANIAI

LOKASI :
PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA :
Rp. 6.500.000.000,-
( Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ')
PELAKSANA:
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

SUMBER DANA :
APBD

TAHUN ANGGARAN 2023
&

RON MASTEVI INDONESIAA

Jalan Mandor No. 28 Medan

PT. MECHT




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No. 53, Karang Mulia, Kec. Nabire. Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

=

KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN

fr——

wpurchasing

$13TEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR DAN TANGGAL SP :

NOMOR : 440 / 984 / PPK / OTSUS
KONTR-MOTPK. / XI /2023

SURAT PESANAN (SP)

TANGGAL : 08 NOVEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Nama - dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K),. MH.Kes

Jabatan - Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat - Jalan Merdeka No. 53A karang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK);

Nama : WENDI

Jabatan : Direktur

Alamat : JI. Mandor No. 28 Medan

yang dalam hal ini diwakili oleh : PT. Mechtron Mastevi Indonesia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FKS-P2311-7882928

F Tanggal
Nama Kuant| Mata o Pengirim
H K Total
e e vans Harga Satuan arga Kirim e otal Harga
Produk
481501599
9-FKS-
9
g 1.0 IDR iz iz November Rp
R e 5. 950. 000. 000, 00 |[550. 000. 000, 00 9023 6. 500. 000. 000, 00
Modular
Ko |
TERBILANG : Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah
Paraf
PAPPK | Penyedia
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"'/ SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
|. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian
barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di
dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

2. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi
teknis dan persyaratan yang sama,

¢. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat- lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini
diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan,

e. mengganti barang setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui
Pejabat/Panitia  Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

|. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
f memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan

Paraf
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' garansi masing-masing barang,.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila
ada).

o

Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam
SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
RSUD Kab. Paniai Jalan Raya Madi km.7 Paniai Timur Kabupaten Paniai -

Provinsi Papua Tengah

4. langgal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan
ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

|. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta
Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang
yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan  Tanda Bukti Perjanjian dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat
mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja.

6. llarga
Pz |. Pejabat_Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar

Paraf
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kepada Per_xyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum

pada SP ini.

Harg_a _SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya

pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya

layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

[$%

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan / atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) ,
konsolidasi atau pemisahan
b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :
|. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa
bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman
barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian
/Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan
2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan
lain sabagainya

9. Perubahan SP
a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan
Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi
a Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti
rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

I1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Paraf
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sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaraﬂ
hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang
dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutw/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam
SP ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda  Bukti  Perjanjian, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau menggant Barang dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam  jangka waktu yang  ditentukan, maka Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya
perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang
diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian. Biaya tersebut  dapat dipotong oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan
Penyedia.

13. Pembayaran

14, Sanksi
a.

|. Termin | sebagai uang muka dibayarkan sebesar 30% x Rp.
Rp.6.500.000.000,0 = 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima
puluh juta rupiah) dengan syarat bahwa penyedia memberikan jaminan
uang muka dari bank pemerintah atau Jembaga keuangan lainnya atau
asuransi yang ditetapkan oleh menteri keuangan Republik Indonesia
sebesar nilai uang muka yang dibayarkan, dimana masa berlaku jaminan
uang muka sampai dengan pengambilan angsuran uang muka dinyatakan
lunas
2 Termin 11 dibayarkan sebesar 70% x Rp. 6.500.000.000,- =
Rp.4.550.000.000.- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) apabila
pekerjaan selesai 100% dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan
3. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
a. penyedia telah mengajukan tagihan;
b. pembayaran dilakukan dengan non tunai ; dan
c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

Penyedia dikenakan sanksi apabila: J

Paraf
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b.

|. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang
lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-
Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

|. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3, pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-
Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-
Catalogue).
Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan
ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala
LKPP tentang e- Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a.

b.

Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.
Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhimya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
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2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada
Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia

{. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum
SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda
Leterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian
total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

| 7. Keadaan Kahar

4 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

A Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh
terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
I8. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum
Republik Indonesia.
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19, Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima
komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20). Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan

selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-

masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

dr. Silwanlf A. Sumule, SpOG(K)., MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA

WENDI
Direktur

Paraf

PA/PPK | Penyedia
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produk : Modular Operating Theatre 5tainless Steel Ruang OK Minor Y ONTRAK TOR

IP : FR.03.02/VA/04794/2022 C
: HVAC I l

.COM

MpAt ML VENTUATING AR A R GNU T

DESCRIPTION

MODULAR fRAME MOT

Struktur dlndlng

Covlng Profll PVC

Sistcm Plafon

FLOOR VINYL

fL W N'--i

Typc of floor covcrmg Homogeneous vmyl shect

Material Polyvlnyl chlonde

Polyurclhane coating

: Trueshield

MODULAR OPERATING THEATRE WALL PANEL & ACCESSORIES

‘ Stalnless Steel Panel o,

Material Magnesnum Board cover Sta!nless Steel

Skm : Stainless Steel

2 Wall G}as Pdnel with Plcture

Area :11 ml

Thlckness :25 mm

Malerlal : Magnesnum Board cover Tempered G1ass

Skm : Tempered Glass

““3-“ .Intz.nke Grill
g R S e A R R SOOHOO
Wall Point Outlet - R s pen e i S AN e et L e
_Wall Point Qutlet for Oxvgen {02) o R s T
| wall Point Qutlet for Nitrogen Monoksida (N20) ... ..

wall Point Outlet for Vacum (V)

Lampu Celling : LED Light

¢ !equiement

e 150"210 cm il s

AUTOMAT?C HERMETIC SL!DING DOOR SINGLE SLIDiNG
\V'ew Windows i B i D cEramelessviewlwindow 300X300 Lo S
‘Cpcmw' . iAutomatic HermeWt Siidiog Opefator
e Withalumaalloyicoverin - o o ih e o
Accessories . :Hermatichandles, 1 set security SENSON 2 BCS .o
_ hand sensor and 2 pes footsensors, 1pe i ]

_ backup battery, 1 pc magneticlock.

2 L AUTOMATICHINGE DOOR im0 7

Sire v b 190 x 210em

View Windows Frame}ess view window 400X500

_Sensor o ke ; : Touchless hand Sensor

_Accessories : hand sensor and manual force < 40N. 50 <N




_Materiat 3

Safety sistem

_Oimensl _
_Touch Screen Control _f.95H,\.{.A_C§_Y.SEsm,. Nk
] Sue G

|.C/w Accessories

_Control & Motoring AHU System

PASSBOX

Uk..Luar

: 890 x 660 x 830 mm

: 700 x 600 x 700

All SUS 304

Interlock Electic System

Autamatic SCRUB STATION

Capacity

M».nr'ru.'ll

bimension ; .
Filter

UV lamp e e

Water Pressure
Electric
Water Control

Soap Control

Water preasurepump ; 7

Soap pumo
INSTRUMENT CABINET_ 3

Dumer-si

MEDICINE CABINET

Mater .JI

_Panel Control with Monltor AHU

papersan -
_:Stainless steel

e AR

: filter 1 micron / pcs

: filter 0,2 micron / pcs

_:10W /2 pcs

:500W - 220V lphase SOHz. & S

_:Knee pushbutton & infrared sensor

: Knee pushbutton & infrared sensor

2-4Kgfem2 : I ST ’
ERUMGIENED § et LTS i e
iStainlessSteel

:22inch

Menampulkan e

Pendant Anestesi Single

Jam,Suhu_,_I:(’g‘I”embaban S 0

SINRIEAIMS oo e e

_..Ceiling cover, H=77mm,

3 _$_i.rlg[e mecha‘rli_cal arm, '?,ﬂﬂ_th.,

__load capacity: 240 kg_

el B ietey e b0 Suspension tube, L = 900mm, for Pendant :
: e _...Distribution column, L= 800mm, 298mm i
e e sk LS e (W|x280mm(D)
_ACCESSORIES . .. _.....H..s.'l?JAfe.!'E'.'_"_TE’.HDt..:,‘.'Y[t.bl.-‘:ig'?.E?U.?f‘,.c.’,9?5.9.’?.3‘3’?.‘7.!.;.... PRI el
. . A30mm(W)x480MMID) | i
5 AL R e Infusion arm, rail-mount, 300mm

1 _Infusion pole, L=1000, height adjustable %

e Joad capacity 30KB i i i

ELECTRICAL OUTLETS

Equipotential pin, green and yellow

RJ45 outlet, CAT 5, with cable, Winpro

Electrical socket, Indonesia

Gas Outlet (Jis Standart/by request)

Consist of :




..02:2pcs

Vac : 1 ncs

: Air : 1 pcs
N20: 1 pcs
T _AGSS passive : 1 pcs
_ |[ELGASIQUTLETS ... T e : Consist of :
| O2:2pcs
5 3 . Vac:1pcs N
: LWArilpes

Bulb Type
Bulb Life

Color Temp (Kelvin)

Diameter of Spot (mm)

_|.Input Power
10 | Meja Operasi
AL A SHOWRD |

X-Ray film viewers

_Medical Grade Surgical AHU
_| Body Housing

A AHUSsurgical

Humidity

...ngy,..,._,.._m_._,,..___...~_.,_,.._m_"__...._...,_.9,99?3'_eék_i.nrz99_?9_”.9_'._wj_sh.ngii?iy..«.__u._,.._“ S e S
Insidebady | i Galvanizedsteel . oo -
e Cutsideibody SEINL ) Sr e .. Colourcoated = . o e o
Thicknessbody. . . 50mmPUinjected ..
O Hietionstages . o Gb: F7+F9
NIl = Built Up
Temperature controller  included = e et
Room pressure indicator  A0Cded s s

Sound attenuator

Condensing unit

. Exhaust

Lampu Operasi dengan Kamera dan Monitor .

Color rendering index(Ra) .

lightBeam Depth

Consumed POWEr

CEERRRIIC e T 5 =
... 160-280mm_
L e SRCIDORAOVROIBONE o o .

Chilled Water PUmP . s

_ Configuration ..

_:Gas qutlet, DIN Standard, Pahsco, 4Bar

 GermanOSRAMLEDDBUID i s i
o EBACQOON ol
ADQOK ~B000R | e

S e SR

LR

__ Electric Heater Control

__Included

2500 - 3000 CFM + Pre + Medium + Hepa Filter e
_ 64->F7->DXCoil -> E.Heater -> F3 -> Fan -> sound attenuator

o2 LAMINARISATOR o ien e :
el ___Finishing " Homogeneus Double Membrane Layer
o e _M_aterial SUS 304# w. Glasscloth Aluminum Foam Foil




SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

l.

6.

~l

9.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain
(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah
diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.

Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan
Nilai.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP
adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan
tertentu.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang
sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

m
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

15
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6.

9.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain
(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah
diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.

Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh Fejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan
Nilai.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP
adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan
tertentu.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang
sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenubhi.
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13.

14.

16.

18.

19.

20.

M

Syarat-Syarat Umum Kontrak

. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan

. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang

 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan

bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah
penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak
adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan
yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau
kuantitas pekerjaanva masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai
akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh  pekerjaan
diselesaikan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan
kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang
pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80%
(delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung
mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang
menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang
sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
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_Syarat-Syarat Umum Kontrak

pckerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing
jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
sudatu bangunan.

Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh
terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi
sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam
rancangan kontrak.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha
yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat  pemegang kewenangan penggunaan anggaratl
Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan
layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat
Komitmen.

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.

Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian /Lembaga
dalam jangka waktu tertentu.
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29. Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjzan adalah tanggal serab

S anta o s A et 7 T.7 .
.rima pertama pekerjaan selesail (Provisional Aand Ui

watakan dalam Berita Acara Seran
Pekerjaan yvang diterbitkan oleh Peiabat yang bDerwenang untuk

menandatangani Kontrak.

40. Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah
terima akhir pekerjaan selesal (Final Hand Over/ FHO)
dinvatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
vang diterbitkan oleh Pejabat yang Dberwenang untuk
menandatangani Kontrak.

1]. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di
sektor konstruksi yvang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan
operafor.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

—
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3. Bahasa dan
Hukum

Bahasa Kontrak harus dalam bahasa [Indonesia.

2. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.

3. Hukum vyang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

4. Korespondenst 1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau
faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum
dalam SSKK.

2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat
dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.

—

5 Wakil Sah Para 1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
Pihak dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para
Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk

melakukan perubahan kentrak.
) Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada

masing-masing pihak.

3. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi
Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi
kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi
LLapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak.
6. Larangan Korupsi, 1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
Kolusi dan pihak dilarang untuk :
Nepotisme  (KKN) a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi

atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau

melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun

' yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan

Penipuan pengadaan ini:

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau;

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penvalahgunaan
Wewenang — serta

2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua
anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya
(jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 di atas.

Syarat-Syarat Umum Kontrak

[




7. Asal 1.
material/Bahan

3.

6.

/
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. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk

. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat

. Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur,

 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat

menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan

di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai

berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada
PA/KEA:

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang
terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan
penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyedia harus menyampaikan asal material/ bahan yang terdiri
dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor
sclama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan
diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

Kendaraan yang digunakan untuk  pengiriman dan
pengangkutan material/ bahan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya
dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen
berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal
dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor
harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri
(apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari
Penawaran Penyedia.

Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan
kelengkapan dokumen barang:

a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan
b. Sertifikat Produksi

pProduksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah
terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate




8. Pembukuan

G, Perpajakan

10. Pengalihan
Seluruh Kontrak

11. Pengabaian

12. Penvedia Mandiri

13. KSO/Kemitraan

14. Pengawasan
PPelaksanaan
Pekerjaan

15. Tugas dan
Wewenang
Pengawas

Pelicraan

of Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan
kontrak

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
nk_umt dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi
vang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.

2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
scpihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.2.

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama
Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat
mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani
oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subkontraktornya (jika ada)
serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam
Surat Perjanjlan untuk bertindak atas nama KSO dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan
dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa
Pengawasan (Konsultan Pengawas).

9 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil
Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan
permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan
persctujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan

__,‘#
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2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus
berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan
akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel
Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperiukan akibat pengunaan jalur akses.

b. 1"cnyc<lia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang
Ja‘lur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur,
rambu, dan petunjuk.

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur
akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung
Penyedia; dan.

d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul
akibat penggunaan jalur akses.

3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut
membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum
(overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di
dalam Harga Kontrak.

4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain
penggunaan jalur akses tersebut

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18 Masa Pelaksanaan 1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Kontrak
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK

B.1.Pelaksanaan Pekerjaan
10 Penverahan Lokasi 1. Sebelum penyerahan lokasi Kkerja, dilakukan peninjauan
Kerja lapangan bersama oleh para pihak.

2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan
lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatangananan Kontrak, untuk melaksanakan
pckerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.

3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita
Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan
dalam addendum kontrak.

L—#
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5. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

6.

tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja
untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu
hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai
Peristiwa Kompensasi.

Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan

sebagai berikut :

a. bukti sertifikat kompetensi :

1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang
bersangkutan.

c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya
akan melewati batas tahun anggaran.

d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi
melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling
sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis
keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka
Pejabat  Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk
mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah
ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka
waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Rencana Mutu 1.
Pekerjaan
Konstruksi (RPMK)

6.

Penyedia  berkewajiban  untuk mempresentasikan  dan
menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

. RPMK disusun paling sedikit berisi :

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement),

b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test
Plan (ITP);

c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.

Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan
persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

Syarat-Syarat Umum Kontrak
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7. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

21 Rencana [
Keselamatan
Konstruksi (RKK)

6.

Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.

Penyedia  berkewajiban  untuk mempresentasikan dan
menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RKK secara konsisten.

RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai
dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.

22, Lingkup Pekerjaan  Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas

23. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi
, dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau
gambar

2. Rapat Persiapan 1.
Pelaksanaan
Kontrak

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya
SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :
a. Penerapan SMKK :
1. RKK;
2. RMPK;
3. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(RKPPL) (apabila ada); dan
4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
b. Rencana Kerja
c. organisasi kerja ;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk
permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
¢. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang
metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
dan;
f. hal-hal lain yang dianggap perlu;

M
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3. Haslil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

4. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA
dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

25. Mobilisasi . Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang
disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

; 2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi
peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

4. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

[}
—~

). Pengukuran/ I. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang
Pemerikasaan untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan
bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk
setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mutual Check 0%).

2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.

Bersama

3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan
pasal 67 dan 68.

27. Penggunaan l. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban
Produksi Dalam mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan
Negeri tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di

Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat
penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga
Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan
mengacu kepada dokumen:

e. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi
harga; dan

f. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

to
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3. Apabila  dalam pelaksanaan  pekerjaan  ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

25, Masa Pelaksanaan 1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban
untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta
menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pckerjaan  sesuai Masa  Pelaksanaan karena  di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan
discrtai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani  Kontrak dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.

3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan
akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan
denda.

4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara
parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian
pckerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

©. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan
vang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

29, Penundaan  Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia
Pengawas untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah
I’(‘k(.'ri;mn penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak.

J0. Rapat Pemantauan 1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan
rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk
menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan
untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan
atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan
dini.

(27

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya
disecrahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan pihak-pihak vang menghadiri
rapat.

3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang periu  diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapa

1
setelah rapat melalui pernvataan tertulis kepada semua pinak
vang menghadiri Tapat.
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31, Peringatan Dini

32, Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan dan
Kontrak K ritis

Syarat-Syarat Umum Kontrak

b

1%

w—*—\_\___

C. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat

d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin
Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang
dapat mempengaruhi muty pekerjaan, menaikkan Harga
Kontrak atay menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas
Pekerjaan  dapat memerintahkan  Penyedia  untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut dj atas terhadap Harga Kontrak dan Masa

Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin
disampaikan oleh Penyedia,

Penyedia berkewajiban untuk bekerja s
Pekerjaan untuk mencegah
atau kondisi tersebut.

ama dengan Pengawas
atau mengurangi dampak peristiwa

Apabila Penyedia terlam

jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila :

4. Dalam periode | (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.

b. Dalam periode 11 (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100%
dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%,

¢. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% darj
Kontrak), selisih keterlambatan antarg realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5%
dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Penanganan  kontrak kritis  dilakukan dengan

pembuktian (show cause meeting /SCM) :

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari
Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis
kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat
Pembuktian (SCM) Tahap .

b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan
fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode wakty

tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap 1.

rapat

yang  berwenang untuk menandatangani  Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II Yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam wakty tertentu (uji coba kedua) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

yang  berwenang untuk menandatangani  Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan
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::’1(311_\’(3[?:11(&11' besaran kemajuan fisik
d_tt”.‘v'cdla dalam wakty tertentu (uji coba ketiga) yang
tuangkan dajam Berita Acara SCM Tahap III.

@ \//\fsbila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat
Yang

yang harus dicapai oleh

Pemutusan Kontrak secara s

mengcsampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

[ Apabilg uji coba berhasil, namun
pekerjaan selanjutny
berlaky ketentuan s

pada pelaksanaan
a Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
CM dari awal.

33. Pemberian l. Dalam hal
pekerjaan sam
yang berwenan
Penyedia mg

l)(‘.chnang untuk menandatangani Kon
kesempatan kepada Penyedj

diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan

Kesempatan pai Masa Pelaksanaan berakhir

» Pejabat yang
trak dapat memberikan
a untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan

Kontrak untuk :

a. Memberikan kesempatan
menyelesaijkan pekerjaannya
berikut :

1) Pemberian kesempatan kepada Peny
pekerjaan sampai dengan 50 (lima
2) Dalam hal setelah diberikan kese
angka 1 diatas, Penyedia
menyelesaikan pekerj
dapat :
a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian

sisa  pekerjaan dengan jangka wakty sesuai
kebutuhan; atay

b) Melakukan pemutusan
dinilai tidak  akan
pekerjaannya.

Pemberian kesempatan kepada Pe

dimaksud pada angka 1) dan angka 2)

dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur

pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia

dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan
(apabila ada).

4) Pemberian kesempatan kepada
menyelesaikan pekerjaan dapat
anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penvedia dan
dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan
sanksi administratif dalam hal antara lain ;
[) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat
ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan
pekerjaan

é;’;}ﬂt -S;':;;t Umum Kontrak =
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kepada  Penyedia untuk
dengan ketentuan sebagai

edia menyelesaikan

puluh) hari kalender.
mpatan sebagaimana
masih  belum dapat
aan, Pejabat Penandatangan Kontrak

Kontrak dalam hal Penyedia
sanggup  menyelesaikan

3

—

nyedia sebagaimana
hurufa), dituangkan

Penyedia  untuk
melampaui tahun

tidak Sanggup menyelesaikan




31 Inspeksi Pabrikasi

35 Pengiriman

30 Risiko

37 Pemieriksann

dan/atay Pengujian

yarat-S;;;

at Umum Kontrak

3 P('.mbcri;m

S dk.esempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
‘ an dimuat dala i ra idala c

el M adendum Kontrak yang didalamnya

cLi) - Wakty Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.

% Pengen_aan Sanksi dendga keterlambatan kepada Penyedia,

o Pcrpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan

d. sumbep dana

untuk mem biayai penye

yar;g a%{\an dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari
DIPA  Tahyp Anggaran berikutnya, apabila pemberian
kcsempatan melampau;j Tahun Anggaran.

lesaian sisa pekerjaan

et

I).alam hal diperlukan,

Tim Inspeksi yang dituy
dapat melakukan

barang/peralatan khu
SSKK.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau
andatangan Kontrak

proses  pabrikasi
ditetapkan dalam

atas
Sus sebagaimana

Jadwa], tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak
Penyedia

barang ses
pengiriman

berkewajiban untuk
uai dengan Jjadwal pe
dan dokumen terkait |

menyelesaikan pengiriman
ngiriman. Dokumen rincian
ainnya diatur dalam SSKK.

Sarana transportasi Yang dipakai diatur dalam SSKK.

Untuk barang-barang Yang mudah rus
Penyedia harus memberikan informasi s
Penanganannya

ak atau berisiko tinggi,
ecara rinci tentang cara

Semua risiko terhada
berada pada Penyedi
Pcnandatangan
Pengiriman/

p kerusakan atay kehilan

a dan tidak akan beralih kepada Pejabat

Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan
Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

gan Barang tetap

. Pejabat Penandatan

gan Kontrak berhak u
pemeriksaan

ntuk melakukan
dan/atau

pengujian atas Barang untuk
memastikan kecocokannya dengan spesifikasj dan persyaratan
yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Pemeriksaan dan/atay penguj
Penyedia dan disaksikan oleh

atau diwakilkan kepada pihak
SSKK.

ian dapat dilakukan sendiri oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak
ketiga sebagaimana diatur dalam

Pemeriksaan dan/atau Pen

gujian dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam SSKK.

Biaya pemeriksaan dan

/atau pengujian telah termasuk pada
nilai Kontrak.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di te
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak |
Penyedia berkewajiban untuk memberika

mpat yang
oleh Pejabat
ain yang terkait.
n akses kepada
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Kontrak.

25 ({(lrlfigal{}mll Pe€meriksaan dan/atay pengujian tidak sesuai
Pein batjgms dan_mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak,
A enandatanggn Kontrak berhak untuk menolak Barang
ersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk
memperbaiki atay mengganti Barang tersebut.

7 Ata§ pelaksgnaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang
terpisah darj serah terimg Barang, Pejabat Penandatangan

38 Ui Coln . S_(‘l(*l;lh barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia
(l¥sak31kem oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau
pihak lain yang terkait,

2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
3. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau
mengganti  barang  tersebut dengan biaya sepenuhnya

ditanggung Penyedia

B.3 Penyelesaian Kontrak

395 Serah Terima 1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai
Pekerjaan dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan
l\'un.,«;liruksi permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang

untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama

pekerjaan.

2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

3. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/ spesifikasi yang
tercantum dalam Kontrak,

4. llasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas

Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil

pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan

. Penyedia untuk  memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.

S. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk
éf&rat-syaxat Umum Kontrak 18



6.

10.

11

13.

14.

15.

|
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. Apabila dalam

. Pcjabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib

mcnandatangani Kontrak dan p

Acarg Serah Ternn enyedia menandatangani Berita

Pertama Pekerjaan.
Pcmba_yaran

Persen) day Harga Kontrak sedangkan
MCrupakan ' masa

Pembayaragpn dilakukan sebesar 100%
Harga Kontrak
P(rmclihm'aan

(sembilan puluh lima
yang 5% (lima persen)
pemeliharaan, atau
(seratus persen) dari
dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan
sebesar 59, (lima persen) dari Harga Kontrak.

> . e ;
Penyedia Wajib memelihara hagj] pekerjaan selama Masa

Pemeliharagp sehingga kondis; tetap seperti pada saat
Penyerahan bertama pekerjaan,

Masa Pemeliharaan paling singkat
Selama 6 (enam)

PCrmanen selamg 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun
/S\I;Egaran. Lamanya Masg Pemeliharaan ditetapkan dalam
SSKK.

Sctels}h Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan
tertulis kepada Pejabat yang berwenang

untuk menandatanganij Kontrak untuk penyerahan akhir
pekerjaan,

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
setelah menerima Pegajuan  sebagaimana pasal 33.9
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan

pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil
pekerjaan.
pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah
melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum
dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.3.

Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan
(secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan

sebagian atau secara parsial yaitu “

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain |
dalam pencapaian kinerja pekerjaan. ’



16, Dalam ha] dilak

175 e aii ; -
CWajiban Pemelihargan diperhitungkan setelah serah terima

JCrtams 5 : :
g(‘r‘;(:ll?:[? rl)pkexJaaxi Untuk bagian pekerjaan (PHO parsial)
PrSe dilaksanakan Sampai Masa Pemeliharaan bagian

Pekerjaan tersebut berakhi ‘
\ : akhir seba lana y eheant
dalam SSKK Bl g

18. Sere eri : - :
8. Serah terimg Pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan

(PHO barsial) dituangkan dalam Berita Acara..
0. ‘“""i"m Perima Se}elah Pekerjaan selesa; sesuai dengan ketentuan yang
Barang lertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan

secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima barang.

2. S_erah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

3. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
: Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,

yang dapat dibanty oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim
teknis.

4. Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilaj kesesuaian
barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

5. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban  untuk
memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang
dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

6. Pecjabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang
Jjika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuaj dengan Kontrak.

7. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani bersama dengan Penyedia.

8. Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.

9. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka
sebelum pelaksanaan serah terimag Barang Penyedia
berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan
dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan |
Kontrak; dan |
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat ]
Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan). !
l
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41 Pengambilalihan

42. Gambar As Built
dan Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan/Pemelj
haraan

B.4 Adendum
43. Perubahan
Kontrak

4. Perubahan
Pekerjaan

perubahan pekerjaan yang meliputi :
[ at-Syas 21
Syarat-Syarat Umum Kontrak

Pejabat yan
Mengambpjj alih

l(‘,l‘lCI'llu setelah
dikeluarkan sy :
pekerjaan. Surat ket

L,

ak kareng kesalaha kelalaian P di
atau p - n atau kelalaian enyedia
Ukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan

an

yang berwenang untuk Menandatangani Kontrak akan

lpkasi dan hasi] pekerjaan dalam Jangka waktu
erangan selesai/pengakhiran

B) > . .
Lcnyedla diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang
€rwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar As-built

: Pengoperasian dan Perawatan/pemeliharaan
Sesuaj dengan SSKK.

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan pcrawatan/pemehharaan, Pejabat yang berwenang untuk

Menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atay
Jaminan Pemeliharaan.

para pihak, Yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :

4. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Haiga Kontrak;

€. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan;

d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi,

Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat
berwenang untuk Mmenandatangani Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
Pejabat/Panitia  Penelit Pelaksanaan Kontrak meneliti
kelayakan perubahan kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis

dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

4. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak AR : _

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau :

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisj lapangan seperti

vang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah

bcrubahan dari Pejabat  yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untulf

menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati




ot

45. Perubahan larga

<

6.

a. Men
ambah dan/atay Mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan

b. men 1 ; -
dan/gelltzih “Pesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;

¢ mengubah jadway Pelaksanaan pekerjaan

Perintah perubahan
bexwenang untuk me

kepa ; ! e
€pada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis

dan harga den
gan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak awal.

pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang
Nandatangani Kontrak secara tertulis

lilasrﬂ negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai
dasar penyusunan adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan Sebagaimana dimaksud pada
pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
lersedianya anggaran.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh :

a. perubahan pekerjaan;

b. penyesuaian harga; dan/atau

¢. Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari
10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran
volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang
disesuaikan dengan negosiasi.

Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan
timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan
harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori
harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A
SSKK.

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa
harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata
pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah

sebagai berikut : '

a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun
Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18

(delapan belas) bulan; .
penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13

C .
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

Wﬁ
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d. *ny i
Penyesuaign harga  satuan  berlaky bagi seluruh

kegiats
bif;;“gé;?{atf pembayaran, kecuali komponen keuntungan,
tim‘pang = angsung (overhead cost) dan harga satuan

. r3(?1'1»'(>311;1ianC gilrgana tercantum dalam penawaran;
G arga satuan diberlakukan sesuai dengan
: < Pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak

l awal/adendum Kontrak;

: P::};/ffsluilar'i harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
e Sal dari luar neger, menggunakan indeks penyesuaian

larga dari negara asal barang tersebut

8. Jenis pekerjaan bary dengan harga satuan baru sebagai
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan
Penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas)sejak
gdcndum Kontrak tersebut ditandatangani

h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
!crlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
indcks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi
pekerjaan.

i J@nis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga
pada saat pelaksanaan

7. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam
SSKK.

8. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu
pada pasal Peristiwa Kompensasi.

40, Perubahan Jadwal 1. Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan
Pelaksanaan oleh :
Pekerjaan a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

dan/atau Masa ST :
c. Peristiwa Kompensasi.

Pelaksanaan

: 2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut :

a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.

3. Masa Peclaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama
dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat
dari ketentuan pada pasal 39.2 hurufa atau b.

4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai
pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta
perpanjangan. Jika Penyedia lalai ur_ltuk memberikan
peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja
sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan.

T T T
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6.

\7. Perubahan A

personil
manajerial
dan/atau
peralatan utama

Pejabat v,

berdasarg;:g e?f,“”c“ang untuk menandatangani Kontrak

Penelitj Pelakg Imbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia

tidaknys pe apaan Kontrak harus telah menetapkan ada
7 Perpanjangan dan untuk berapa lama.

l),' - "
pgf-;;t;-l,uan Perubahan  jadwal pelaksanaan  dan/atau
Kontraf((mgan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum

\Jl & 1 : Sk
ka terjadj Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian

gz:_‘g;tlﬂlzl;lﬁﬁ(n melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia
Berincans memmlg perpamangan Masa Pelaksanaan
6. (l =1 datfﬂ Penunjang. Pejabat yang berwenang untuk
5 kndf](' atangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas
cXcrjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.

Jika.Pc?‘jabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menilai bahwa Persone] Manajerial :

a. Tidak mampu atay tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik

b, tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau

€. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti

dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan

lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta

oleh oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

menilai bahwa Peralatan Utama :

a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan;
dan/atau

b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial
clan/hlau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang
dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas

Pekerjaan.

Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang

E_M%
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b(‘.r“/(‘nqn
] untyk ‘ :
dalam adendum kox??;l?ndalangam St Glluedtn

Biaya mobir: : ¥

PeréﬂnelObﬁgsr?j}éqe?mglhsasi yang timbul akibat perubahan
: ria an/atau ats ! e

langgung jawat, e / Peralatan Utama menjadi

B.5 Keadaan Kahar

; ceadaan Kahar
18, Ke l.  Contgh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam,

bencan
kOndcisiac l?on alam., bencana sosial, pemogokan, kebakaran,
| Haca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

2. Tids
(ll;(qi 111; ttifrmasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
sebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

3. Dalam hal tejadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang
untuk  menandatangani Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada
salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

a. da-lam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian
alau terjadinya Keadaan Kahar;

b. menyertakan bukti keadaan kahar;

€. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat
akibat Keadaan Kahar tersebut.

4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan  perundang-
undangan; dan/atau

b. loto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.

)

Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat
berupa :

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak

b. Kurva S pekerjaan; dan

¢. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)

6. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahardan dan
bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal
41.4 dan pasal 41.5.

7. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak
untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi }
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang |
dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan f
terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak !
dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar. i
¥
E
i

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat
dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat

bersifat : ?

%ﬁg%%
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b. permane :
memgggﬂinkapaplla_ akibat  Keadaan Kahar tidak
€. Sebagian apa?;lldlllf:mJ;‘U(aﬂ/diselesaﬂcannya pekerjaan.
- la Keadaan Kgh :
bagian Pekerjaan; dan/atay Stfanyaiberdampal ipada

d. Selumhn :
Ya apabila Keadaan K .
keseluruhan Pekerjaan T ol eden

i Ren ' : :
dilaﬁﬁiﬂuan Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8
L ;m Secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk
andatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian

ekerjac :
I!’cnve](jljfrlln dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja
o - L &5

10. lf)al.z;(m hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan
1(112; Sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar,
a:

a. Kontrak dihentikan scmentara hingga keadaan kahar
berakhir; atay
b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar

tidak : memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pckerjaan.,

I'l. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan
melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian
kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

I2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang sckurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

13. Selama masa Keadaan Kahar, Jjika Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis
kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan
pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi
yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum

Kontrak.

pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak
dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan

|
}
I
l
|
|
|
I
J
|
v 14. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para i
!
5
|
|
pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil ;
audit. {

I

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak : ik |
49 Pm?sgmnx:ifm Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan )

Kontrak Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

ir‘

i_;
e ———————— 26 fl
{

|

i

i

i
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50 Pemutusan Kontrak

S Pemutusan Kontrak
olch  Pejabat vang
berwenang untuk
menandatangani
Kontrak

—

b P
I(,mutusan Kontrak d

l)cnvcnang untuk menaapat e Sl

ndatangani Kontrak atau Penyedia.

Surat i T _
m‘%btpflﬂngatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran
ll‘iq\.n - berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa

anusia, - keselamatan publik, dan lingkungan dan

( it i &
1{ll'nclaklanju_tl dengan surat pernyataan wanprestasi dari
pihak yang dirugikan,

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencang Pemutusan Kontrak secara tertulis

kepada Penyedia/Pejabat yang  berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

L)_alam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu
pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
serta  Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan

Kontrak apabila :

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau  pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar
oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan
oleh pengadilan;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan

Pelaksanaan

Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan  keseluruhan  pekerjaan  walaupun
diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

E‘M—_.#_mm'mw
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52, Pen
olel

2.

J- Penyedia menghentik

P e
d’icll)]évr(i:}?;i Egak dapat menyelesajkan pekerjaan setelah
S€mpatan menyelesaikan pekerjaan;
: : an pekerjaan selama 28 (dua puluh
:tL:él?ﬁgm hgl‘ll kalender dan penghentian ini tidak
A DR ke alam jadwal Pelaksanaan pekerjaan serta
k. Penyedia ujuap Pe€ngawas pekerjaan; atau
dilare s —ealinkenSS e i Konirale ™ blikan
arenakan pergantian namg Penyedia.

Dale

Pcllhkm hal  pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa

s 3’Sapaan karena kesalahan Penyedia, maka :

¢ Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum

l Pemutusan kontrak:

) sllsa_ uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
< fllnll}an Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila
diberikan):

C. 1)011}f0(1§a membayar denda (apabila ada); dan

d. Penycdia dikenakan Sanksi Daftar Hitam,.

Dalam ha] pPémutusan Kontrak dilakukan pada Masa

Pemc.liharaan karena kesalahan Penyedia, maka :

a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu
mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan
Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau
uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang
untuk  menandatangani Kontrak wajib  menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan

pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan
Kontrak; dan

b. dokumen pendukung.

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2
di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam

SSKK.

1utusan Kontrak Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

1 Penvedia

[Mukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak

apabila :

.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan
Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan
disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan
tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender;

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK,

hﬂ_ﬂ.ﬂ%
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53 Pengakhiran e 9 P

Pekerjoan dal dapat

A am hal terjagj -
<. penyim
e ha B2R Prosedur yang  diakibatkan bukan oleh

b. pelnke, 21 para pihak

; l[()e aksanaan kontrak tidak da

7 ll)glzggli]}gl,lmgkup kontrak sudah terwujud

a('ldcndulra? pekerjaan sesyaj pasal 46.1 dituangkan dalam

“HMinal yang beris; perubahan akhir dari Kontrak

Menyepakati pengakhiran pekerjaan

pat dilanjutkan akibat

54. Berakhirnva JSePe :
Kontrak i 8akhiran Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan
2. Ko Pakatan para pihak
: (?Q trak berakhir apabila telah  dilakukan pengakhiran
g €rjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat
: alam Kontrak sudah terpenubhi,
o 'I;.CIDCI'?‘Uhmya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
‘—_lmakbUd pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran
yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak

1)
1 |

Peninggalan Semua  bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
Stmentara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan
Kpm:rak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat
dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak,

(. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
560. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Penvedia dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,
meliputi :

4. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan
vang telah ditetapkan dalam Kontrak;

¢. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga
kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara
vang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan
berbajkan pekerjaan yang dirinci dalam Kont{ak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang dlperlqkan untuk |
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang :
berwenang untuk menandatangani Kontrak; ‘ |
mengambil langkah-langkah yang memadai dalam r'angka_ J
memberi perlindungan kepada setiap orang yang b_erada di
tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang

f
?f
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h.

57. Penggunaan PC!WCdia ti
- : : idak diperken:
e e Pl : ankan menggunak dan
;-)((::;[l;-f;]}(- n d()l\ll”(lfll:l El(, l;glnformasxkan dokumen Kontrak atay dokugflen Ia?:nya yang
\ (2 1S C N
R m(};(iﬁlbungz‘m Qenga_rx Kontrak untuk kepentingan pihak lain
Mya  spesifikas; teknis  dan/atay gambar-gambar, serta

Informasi lailn yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin

tertulis darg Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak Stsuai ketentuan per:

=0 ik Kekavaan Penvedia

Intelektual Menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari

Pihak ketiga yYang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

59. Penanggung Resiko 1.

hak dan Kewajiban lain y

ditentukan e ang timbul akibat lingkup pekerjaan

aturan peru ndang-undangan.

wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua

bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,

k(rrugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari

tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak)

schubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut

terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal

Penyerahan Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subkontraktor (iika ada), dan tenaga kerja
konstruksi;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

¢. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga;

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Peny'ed.ia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam
hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang
timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau
bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas

\M—-——_—g-_m?
8
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»0. Pelindung Tenaga Penvedi(
Ketja untuk ;e(:?grl}kilt?kontraktor berkewajiban atas biaya sendiri
Program Badan CI;t)E;kan Tenaga Kerja_l<onstruk§inya pada
Ketenagaker: ‘n_YC‘»lGﬂgga‘ra Jaminan Sosial (BPJS)
Jaan. Serta melunas;j kewajiban pembayaran BPJS
galmana diatyr dalam peraturan perundang-

2. 2, I 1 .
,I[,szglgla[(befkewajlban untuk mematuhi dan memerintahkan
kcscla:natg;l]akKonstruk'sm_ya_ untuk mematuhi peraturan
Bekéi iy b onstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan
o » Fenyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya
anggap telah membacy dan  memahami peraturan
keselamatan konstruksij Kerja tersebut.

3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap
Tenaga I(_ler_]a Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja
Konstruksi Subkontraktor, jika  ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
. kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk
Mmenandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

61. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang
Lingkungan memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketign dan harta bendanya sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan

lingkungan hidup.

62, Asuransi 1. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi
sejak SPMK sampaj dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap :
a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan
atas:
1. segala risiko terhadap kecelakaan
ii. kerusakan akibat kecelakaan
b. kehilangan; dan/atau
¢. serla risiko lain yang tidak dapat diduga

2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja

3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam Harga Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu

63 Tindakan Penvedia 1. - :
3. Tindakan  Penye persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk

yang Mensyaratkan

Persetujuan Pejabat
W — e e e _31
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vang l)(‘chnang
.unt.uk
menandatangani
Kontrak datau
Pengawas Pekerjaan

O+, Laporan Hasil 1.
Pekerjaan

S.

menandatan g
tindakan ber%fg;;Kontrak sebelum melakukan tindakan-

4. mens
terca Utbkontrakkan Sebagian pekerjaan yang belum
- ntum dalam Lampiran A SSKK:

b. menynj
- unju . e
Juk Persone] Manajerial yang namanya tidak

lercantym dalam Lampiran A sSKk

C. mengyh ; : )
SMK%(; ah - atau Memutakhirkan dokumen penerapan

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

P : )

D((:Il:l'g;idlfl berkewa.yban untuk mendapatkan lebih dahulu

e LIjua_n tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan

Undakan-tmdakan berikut :

a. Ilnelaksanak_an setiap tahapan pekerjaan berdasarkan
ncana kerja dan metode kerja;

b. mengubah Syarat dan ketentuan polis asuransi;

C. mengubah P{:rsonel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

'T?ndakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d
dituangkan dalam SSKK

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan  pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan
dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian
pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Laporan harian berisi :

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

L.aporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan
berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan daflarn periode satu
bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaa_n konstruksi,
Pejabat yang berwenang untuk menandatangar-u Kontrak 'dan
Penyedia membuat foto-foto dok_umenta51 _ dan video
pclziksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

W
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Pengawag pil?:ke‘jaa“ dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh
fjJaan, dan disetujui oleh Pejabat yang

bCrWex
1
ang untyk Menandatangani Kontrak.
5. Kepemilikan Semua rap
‘ T : Cangan : - :
Dokutnen dokumCI’l-dokug » 8ambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau

Pejabat  yang berwenang  untuk

mcnandal:.mgani Kontrak, Penyedia dapat menyimpan 1 (satu)

at a 4
! salinan tlap dokumen dan piranti lunak tersebut.

Pembatasan (i :
llj I?ll;(r]rmsfm Uika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti
ax tersebut di atag di kemudian hari diatur dalam SSKK.

00, Kerjasama  Antara
Penyedia dan
Subpenyedia

L.

6.

Persyaratan bekerjaan  yang  disubkontrakkan harus

memperhatikan :

a. Dalam hal nilai  pagu  anggaran  dj atas
RPQS'.OOO'OOO'OOO’OO (dua puluh lima miliar rupiah), jenis
pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam
dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat
Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan
pengadaan; dan

b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu :

1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan
kepada penyedia Jjasa spesialis, dengan ketentuan :
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
sesuai dengan subklasifikasi SBU
2) Scbagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada
sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan
ketentuan :
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak
mensyaratkan subklasifikasi SBU

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.

Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan
pekerjaan.

Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan
pckerjaan kepada pihak lain.

Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan
Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan
daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (@apabila ada)

vang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkont.rakkan
dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas
persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum

Kontrak.

mas
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67, Penyvedia Lain

68. Alih
Pengalaman/Keahlj
an

0. Pembayaran Denda

70, Jamiman

7. P(:laksanaan Kerj
. b Pel?;ls‘im‘a )Anta_ra Penyedia dan Subkontraktor
SCCAra pering \BAWAS Pekeriaan dar Penyedia melaporkan

€riodik kep :
-y ada pe : w
mumndatangani Kontraiq L YERE ibetven g i

8. Apabilag p :
7 €nyed : =
Pada pasg] S)C.f).c}l;tamelanggar ketentuan Sebagaimana diatur

e U 59.5 maka akan dikenakan denda senilaj
Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

Penyedis o
loias t;_j:i;ke“’ajlba.n untuk bekerjasama dan menggunakan
Lain (jika adﬂ)r?aasmﬂalanlakses persama-saina dengan Penyedia
lokasi kerig ik 1 pthak-pihak lélllln)fa yang berkepentingan atas
e dlpaﬂdang perlu, Pejabat yang berwenang untuk

mene ate :
}’-( Hand 1td§gaq1 Kontrak dapat memberikan jadwal kerja
cnyedia Lain dj lokasi kenial o

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai
?L?g;flﬁn}gjgaran _d1 atas Rp. tSO.OOO.OOO.OOO,OO (lima puluh miliar
; é) ah), Penyedia memenuhl ketentuan alih pengalaman/keahlian
Jidang lfonstrukSA melalui sistem kerja praktek/magang sesuai
dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian

]"_””f[a’ (LlSCpélkati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan
{ontrak.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanks;i finansial berupa
(lend'r}_ sebagai akibat wanprestasi atau cidera Jjanji terhadap
kewajlban—kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual Penyedia.

. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini
dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat
tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

diterima.

2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan
Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut :
a. Bank Umum; :
b. Perusahaan Asuransi;

c. Perusahaan Penjaminan; . :
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dj

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai der}gan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga

pembiayaan ekspor Indonesia.

d.

———
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71 Jaminan
Bebas/Cacat
Mutu/Garansi

L

167

2h

ik

152,

( ang . diberikan kepada Pejabat yang
(litcrbilkannya S rlr)lenandatangani Kontrak setelah

(SPp sebelupm i €nunjukan Penyedia Barang/Jasa
dengan pegyy . lakukan Penandatanganan Kontrak
4. 5% (limg pe, :

b. 59, i Persen) dar; Harga Kontrak: atay

limg Persen) darq nilaj Hp

Masa ber :

tanggal péiku?{yaf Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak

an\‘v’CVI"lha aPn a_t‘mganana.n Kontrak sampai dengan Tanggal
T TTAl Fertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

3:1;12:::12 Pellakse_maan dikembalikan sctelah pekerjaan
Jarhinqnag Selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan
s € emehharagn atau menahan uang retensi sebesar
27 (lima persen) darj Harga Kontrak.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang
bCIWCnaI‘{g untuk Menandatangani Kontrak dalam rangka
pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang
Sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.

Nilai J_aminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
S€suai dengan sisa uang muka yang diterima.

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

- Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan
Kontrak.

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/ FHO.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan
U’iké ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama
penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian .Penyedla,
atau cacat mutu akibat desain, bahgp, _dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa

garansi berlaku.
Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan

emberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah.
Idé)itemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi

berlaku.

\_—#“_35
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4. Terhad: : ,_
I’cnand;r:ané;znbel'lmhuan cacat mutu oleh Pejabat
Memperbaikj ;jontrak’ . Penyedia berkewajiban untuk |
dalam Jangk;; Waktel?ggantl, _dan/atau melengkapi Barang
tersebut. yang ditetapkan dalam pemberitahuan

Jika Penyedia

melengkapi Bay
yang ditentuk
menghitun

tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau
e Hkll_Ja.t cacat mutu dalam jangka waktu 5
; brl“: 'l:m‘kjaltl?el_mbal Pcnan(-iatangan Kontrak akan
PCHE!n(lal"ang-u;){(E Pﬂ«l -)(llké§11 yang diperlukan, dan Pejabat «f
Fif e din;n' kon‘u dkjs.-cca.ra langsung atau melalui pihak ?
melakukan _Jllj Joleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan
e terse%cét)al[lj{an’ penggantian, dan/atau melengkapi
BiAva ne : enye:d@ berkewaj}ban untuk membayar jf
harrang 1CFS-[§ne'mperbe'Uk1, mengganti, dan/atau melengkapi '
el ¢but sesuai dengan klaim yang diajukan secara ‘
< 1S .olch Pejabat Penandatangan Kontrak Biaya tersebut |
df‘Pﬂt dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai
tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

6. "‘(‘I'I_CP'AS dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang
lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

D ; : : S : :

7 l‘(clnm m~ o 1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat

l’)( ngoperasian  dan Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan
Perawatan perawatan sebelum serah terima Barang.

2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian

dan  perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak |
menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai !
kontrak. |

3. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI
KONTRAK

73 tHak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus

Pejabat yvang berwenang  dilaksanakan oleh Pejabat  yang berwenang untuk

untuk menandatangani menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

Kontrak . mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;
: 2. menerima  laporan-laporan  secara  periodik = mengenai

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
3. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan

6. menilai kinerja Penyedia.

n

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk

kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

74 FFasilitas

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam

75 Peristiwa 1. omp
hal sebagai berikut:

Kompensasi
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o

. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/A

i Tenaga [Renanasle

Konstruksi

i,

Pejabat yang berwenan
mengubah Jadwal :
Pclaksanaan
b. keterlamp

pekg.untuk menandatangani Kontrak
 PEKCrjaan yang d: “uhi
pekerjaan; Yang dapat mempengaruhi
ayaran kepada penyedia;

nang untuk menandatangani Kontrak

ins : ~a gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
Struksi sesuai jadwa] yang dibutuhka};- asieda s

benyedia be) i
e um 1 m: : 3
k”ntl'ak; bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam

d2air ra
. Pejabat yang berwen

d.

ang untuk menandatangani Kontrak

MeNginst r ks
mcl‘;gklaigukslkan“ kepada pihak Penyedia untuk
penguji i Pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
kerliss{l?n ternyata tidak ditemukan

f. Pejabat 2\112/ ketg)agalan/ Pelbatipangan,
memetil{tqil}g(z €rwenang untuk menandatangani Kontrak

sipein :11 an penundaan pelaksanaan pekerjaan;
m(—‘me(riﬁ\{;jni berwenang untuk menandatangani Kontrak
lii"k , ,l an untuk mengatasi kondisi tertentu yang
A dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak
disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak; atau;

h. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berkewajiban untuk membayar gant rugi dan/atau
memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat
dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan
kerugian nyata.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi
vang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

TAU PERALATAN PENYEDIA

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang I?el<el:ja pada pekerjaan
ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi selain‘ Per§opel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki
sertifikat kompetensi kerja, maka ?enyedla wajib men_nastlka.n
dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja

sepanjang Masa Pelaksanaan.

Syilrat-Sy{;ai Umum Kontrak




7 personcl Manajerial 7.

I)(‘l'son
; : ¢l Man
dan/atau Peralatan Ma

: ajeri : |
scsualdenga J alyangdltemp I

atkan dan dipekerjakan harus
] n : . C
Utama yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
Peralatan (;
Pelaksangap

Sesuai denga

tam :
pel?er}"ang ditempatkan dan digunakan untuk

i Jaan- adalah peralatan yang laik dan harus

yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

2 Personel Manaian
I-)<71<er51;11£\/111c;2dljl-lé}l berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
untuk menang Ik diperlukan oleh Pejabat yang berwenang
S("-Waktu-w;}l(l:;atgngam Ilfontrak, Personel Manajerial dapat

- 5 ISyaratkan untuk enj ] i
pekerjaan di bawgl, St menjaga kerahasiaan

. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

78 1arga Kontrak i

ealldne B0 b Eféiqbt?t yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
o fvar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan

dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.

2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
7. beban pajak;
8. kguntungan dan biaya overhead (biaya umum);
9. b}aya pelaksanaan pekerjaan; dan
10. biaya penerapan SMKK.

3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

4. Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang
schagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak

79 Pembayaran 1. Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang
tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau
untuk persiapan teknis lain.

b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling

tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.

¢. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan

paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.

d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar

setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling
sedikit sebesar uang muka yang diterima.

¢. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus

mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara
tertulis kepada Pecjabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melak_sanakan pekerjaan
sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. :

f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran .(SPP)
kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohgnan tersebut pada huruf
f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang

iterima.
yc%l;ixﬁll;:lian uang muka harus diperhitungkan

berangsur-angsur  secara proporsional pada setiap

pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

Sy Rrat-Sy.;x'; Umum Kontrak |




saat - 1
Persen) Pekerjaan Mencapai prestasi 100% (seratus
::I‘Cslt)asi Pekerjaan
€mbayarg )
(lilakuf(an = Oil)er}elstam ,hasil pekerjaan yang disepakati
Menandatanga Kont};ejabat yang  berwenang  untuk
4 Penyedia  elqp, ° dengan ketentuan -

v > menga'ukan t 0 g o ‘ =
f;fg:ﬁjaui? hﬁSl]. Pekerjag{]n; agihan disertai laporan
i gekggaggatzgant tlldak boleh melebihi kemajuan
Pejabat yang bem}enagn €lah dicapai dan dlte?una oleh
€. pembayaran dilakukang ;J ntt;Jk o e eni
1 terpasang: erhadap pekerjaan yang sudah
d. , :

Ei?zl;?‘;?lr;fin (sitlalsaku'klfn dengan sistem bulanan atau

S e i uai etentugn dalam SSKK:

e e : us memperhitungkan :
o \g:suxa.n uang muka;

- g;;ﬁ;z:; diil:)/ z‘uau} bahan yang menjadi bagian

diserahterim - la51.l pelfer]aan yens .akan
k2 akan (material on site) yang sudah dibayar

sebelumnya:

3) denda (apabila ada);

4) pajak; dan/atau

~5) uang retensi.

f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan.
Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai
prestasi  pekerjaan  yang selesai  dilaksanakan oleh
Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran
terlebih  dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;

g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan
sclesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia;

h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus
sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada
Pcjabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM); ;

i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan

angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda

pembayaran. Pejabat  yang l?exwenang ~ untuk
menandatangani Kontrak dapat mem'mta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan_
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

perselisihan.

Material on Site b :
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen

dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dfll'un SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
112 . : .
(lfu'i hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :
C

wﬁsg
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a.

d.

: a
fUngsi (commigigr e 22N yang belum dilakukan uji
Pekerjaan Utamg I;]mg), Sera merupakan bagian dari
berikyt - arus memenuhj persyaratan sebagai
1) berada g; :
dalam g s pekerjaan sebagaimana tercantum
) 1nen1ﬂik‘om'l.‘alf dan Perubahannya; |
3) l)crsertiil'llf'?;U;akrc?itnw'i zinu e b e
. : St dari produsen/agen resmi an
 oleh produsen: /ag yang
meﬂandatagleh- Pejabat  yang berwenang untuk
- o eligant Kontrak sesuaji dengan capaian fisik
. yang diterima;
o) dilarang dipindahkan darj area lokasi pekerjaan

dan/a i
dan/ tau d‘plndah-tangankan oleh pihak manapun;

() k(:"l 4 Y %
) keamanan Pe€nyimpanan dan risiko kerusakan sebelum

(il\s:cirahterimakan S€cara satu kesatuan fungsi
fﬂ;lupalgm tanggung jawab Penyedia.
(Sl(:lu 1kit Wi mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan
: am hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;
b.esaran Yang akap dibayarkan dari material on
S)ltc (rpak&mal Sampai dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP)
bcsam'n yang akan dibayarkan dari material on site
(malm.lmal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP).
bfésaran nilai pembayaran dan jenis material on site
dicantumkan di dalam SSKK.

Denda dan Ganti Rugi
a.

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam
penyclesaian pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda
terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
Ganti rugi merupakan sanksi finansial vang dikenakan
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada
Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah : :
1) 1%o0 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak {sebelum PPN); atau
2) 1%o (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. _
Besaran denda cacat mutu sebegar 1%0 (s:atu .pe.rser_lbu}
per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya
perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu 5
Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai
pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai
gz;?gingami rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi
ang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk
ﬁicnandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran

MMJ_———‘—M*TO
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g0 Hari Kerja

81 Perhitungan Akhir

Adalah gepyac

(”bayar, bt;izc;rsab?{nga dari nilaj tagihan yang terlambat
Pada gqq¢ it I‘nan Ungkat sulky bunga yang berlaku
SCDHnjang tel lenuryt ketetapan Bani Indonesia,
l«)exwenang; IPutuskan ¢leh lembaga yang

) dn
2. Iunbayaran dend

. a dan : e R :
dalz - anfatau ganti ruei dj rhitungkan
i : UTI Pembayarap Prestasi -kgc" gl diperhitungka
1L Gantj : pekerjaan.

rugl ke ad 3 .
[foﬂtrak setelahpditialenyedla dapat mengubah Harga

ngifanldalam adendum kontrak.
berwen : rugt dilakukan oleh Pejabat yang
_ ang untyk Menandatangani Kontrak, apabila

Penyedia te] :
- ah : : : .
dan data-darg Mengajukan tagihan disertas perhitungan

Orang har
& hari standar atau satu harj orang bekerja adalah 8

('(l(_:lupzm) jam, terdipi
: am, diri atas 7 Lui i Orial (S
(satu) jam iStiranas (twjuh) jam kerja (elektif) dan 1

e €rja pada walf:tu yang secara ketentuan peraturan
£oo 1L ang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di
luar jam kerja normal, kecualj -

;L (iir']yatakan lain di dalam Kontrak;

). Pcjabat ‘yang.bcrwenang untuk menandatangani Kontrak
memberikan 1Zin; atau

€. pekerjaan tidak dapat  ditunda, atau untuk
kesclamatau/pcrlindungan masyarakat, dimana Penyedia
harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut
kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing
pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan

Jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam
kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukgn
setelah pekerjaan selesai 100% (s_eratus persep) dan berltq
acara scrah lerima pertama pekerjaan telah ditandatangani
, dua pihak.
glo(l?cl}:;iud I;))embayanem terakhir  dilakukan, Penyedia
berkewajiban untuk ‘menyeral?kalm %cepada Pepgawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. Pejabat yang bexwengpg untgk menandatangani
Kontrak berdasarkan hasil penelitian taglhan oleh I;engawa}j
Pekerjaan berkewajiban untuk mgnerb}tka;n 5117 ;m_tuh
bayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh)
pcm e terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang
l;(xqu}:(;}g;ln lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
(1 dle

w_—ﬂ
8
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q) penangguhan
8.

;\;

G. PENGAWASAN MUTU

83 Pengawasan  dan  Pejabat
pemeriksaan berwenang melakukan pen

Peje
€labat yang berwenan

de
Apat menangguhkan pegmll)thk Menandatangani Kontrak

Pekerjaan p ayar ; i
L enyedig ran setiap angsuran prestasi
Kewajiban kontraje a2 Penyedia gagal atau lalai memenuhi

Dalii aktualnyg tapm, . :
ekerjaan sesy Y&, lermasyk benyerahan setiap Hasil

al dC‘ & ’ -
184N wakty yang telah ditetapkan.

: ang untuk menandatangan;i Kontrak
: ulis Memberitahykan kepada Penﬁedia tentang
Jelas mengenaj embayaran, disertai alasan-alasan yang
kesempatan o Penangguhan tersehyt. Penyedia diberi

uk Memperbaiki dalam Jangka waktu tertentu.

D ‘
I(.mhayaran yang ditan

Propors;j kegagalan atau s discsialcnidengan

kelalajan Penyedia

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
gawasan dan pemeriksaan terhadap

;r)lclakszmaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat
_\fmg Eberwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memerintahkan  kepada pihak  ketiga untuk melakukan

pehgawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
vang dilaksanakan oleh Penyedia.

&1 Penilatan Pekerjaan
Sementara oleh Pejabat
vang berwenang untuk
menandatangani
Kontrak

85  Pemeriksaan  dan
Pengujian Cacat Mutu

1.

I

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
Penyedia.

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan fisik pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan
dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan
yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang ux}tuk
menandatangani  Kontrak ataq Pengawas _Pekerjaan
mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

Jika Pejabat yang berwenang untulf menandatangan.i Kontrak
atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan I.Denycc.ha uqtuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil ;1;1 coba
) iukkan adanya cacat mutu mak__a Penyedia
mc-nUn’J’ iiban untuk menanggung biaya pengujian LC‘I:SCDLIL
gfﬁlfezjjqk(ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba
ike 8

tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

%
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crbaikan  Cacat

87 Kegagalan
Bangunan

w
8

e —
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6.

Nandatangani Kontrak atau

(Chs i i

ICat Myt kepada Pea au Menyampaikan pemberitahuan
Nyedia segera Setelah ditemukan Cacat

Pen
aye.dla bemanggung jawab atas Cacat Mutu

P€mberitahyap @

untuk memper

: acat Mutu tersebut, Penyedia
wakiy yang dite

baiki Cacat Mut '
e aca u dalam jangka
tapkan dalam Pemberitahuan. A

Kontrak i
Pengawas : ax,  berdasarkan pertimbangan
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung a%au

melalui p;g : ‘
benvcuan% haukntfﬁug; yang dztunjgk oleh Pejabat yang
Perbaikan terseh cnandatangani Kontrak —melakukan
Pejabat yang ut. Penyedia segera setelah menerima klaim
secara t(‘;‘t(ulg b)c_nveng?'ng untuk menandatangani Kontrak
tersebut, Pel's be;kewajlba“ untuk mengganti biaya perbaikan
Kont .fk' dEoal yang berwenang untuk menandatangani

rak dapat Mmemperoleh  penggantian biaya dengan
memotopg pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh
tempo. (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan

Dalam  hal cacat muty ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa
pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum
cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa
pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut  dalam  jangka wakiu yang ditentukan dan
mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu
sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan

dikenakan sanksi daftar hitam.

Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan
waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan di.tetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

j datangani Kontrak
bat yang berwenang untuk menan ‘
Szjaat meymperpanjaﬂg Masa Pemeliharaan dalam hall jangka
wapl)ctu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa
Pemeliharaan.
Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan

Akhir Pekerjaan.

- ———




o.

bertan g
G Umy Kor%sg;ﬁisjjawab atas Kegagalan Bangunan
dak lebip dari 19 (sepu]ylfl?)gtggcamum dalam SSKK tetapi
un, dan dalam SSKK agar

pertanggu'ngan terhadap Kegagalan

l)(‘.l‘témggungjawab a?aﬂng untuk Mmenandatangani Kontrak
Aol Wakt as Kegagalan Bangunan yang terjadi
U Yang ditetapkan dalam SSKK.

pemeriksaan hL?fm;gnugit:? ia_rtau tuntutan hukum, proses
Peiabat s berwe;y N biaya yang dikenakan terhadap
beserts e ang untuk menandatangani Kontrak
tuntutan tersebutyai'(kccua11 g SR
beiata o . disebabkan kesalahan atay kelalaian
sehubl yang nvcnang untgk menandatangani Kontrak)

Ingan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta

b,cndat dan cide:ra tubuh, sakit atay kematian pihak ketiga
yang timbul darj Kegagalan Bangunan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
11‘1:»1L1pu.n Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait
dengan pelaksanaan inj selama Umur Konstruksi yang
t.cx}‘]cantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun.

. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

88 Penyel
Perselisih

esdaian
an/ Sengketa

1

oN}

4.

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul
dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini
dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai

kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud
pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan

arbitrase.

Selain  ketentuan  pada  pasal  79.2 peny(-)](—)sg-lian
perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui :
a. layanan penyelesaian scng%(elﬂ Kontrak

b. dewan sengketa konstruksi; atau

c. Pengadilan

Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk

' jasi iliasi maka nama anggota
> antikan mediasi dan konsy angg
:Fc::flfgq';;gkcta yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak

sebelum penandatanganarn kontrak..

'\_—_m/______———-/—-——-——_———__——-—zz
8 =

’Yarat-g‘y:r

at Umum Kontrak




) [ikad Baik l. p:

maka diupayakan S Salah satu pihak merasa dirugikan,
keadaan tel'éel)ut_ Ndakan yang terbaik untuk mengatasi

e

Untuk dan atas nam

aP i
Provinsi Papugr']l‘fllllggtﬁh Ll Untuk dan atas nama Penyedia
PT.
Pengguna Anggaran (PA) selaky Pejabat mf§g§§$SKA SRRV
Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

SEPULUH RISU RUPIAH

dr. Silwanus A. Sumule, SpOG{K)., MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

WENDI
Direktur

45 ‘ I
e ___,_////—' s
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A Korespondensi

B Wakil Sah Para
Pihak

C Pencairan
Jaminan

D Masa
Pelaksanaan

E Masa
Pemeliharaan

F Pembayaran
Tagihan

jangka waktu lain yan

Alamat Para pih

: ak sebaggi he
Satuan Kerja PPk - bagai berikut :
Nama :

N dr. Silwanus A. Sumule,SpOG(K),MH.Kes
: Jl. Merdeka No. 53a
Penyedia -

Nama . WENDI

: Direktur

+Jalan Mandor No. 28 Medan
021-22304370 ; 061 - 6623678
-mechtron.mastevi@gmail.com
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

L{nt,uk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak ;

- Tim Teknis

Jabatan
Alamat
ek
I2mail

Tim Pendukung

_NHN)-

- Konsultan Pengawas:

Untuk Penyvedia :
Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

- Nama : PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA
- Alamat : Jalan Mandor No. 28 Medan

Telp. 1 021-22304370 ; 061 - 6623678

Ismail . mechtron.mastevi@gmail.com

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

Masa Pelaksanaan selama 53 (ima puluh tiga) hari kalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SP.

ifat Pengadaan Barang Masa Pemeliharaan
satu) tahun setelah serah terima barang atau
g ditetapkan dalam SP ini.

ifat pekerjaan Konstruksi Masa Pemeliharaan
eratus delapan puluh) hari kalender
an Pertama Pekerjaan.

Untuk yang bers
berlaku selama 1 (

Untuk yang bers
berlaku selama 180 (s
terhitung sejak Tanggal Penyerah
disepakati untuk penerbitan SPP olct
menandatangani Kontrak untu
Pejabat yang bex'-\;zﬁa;fg ;;t;i( BEoEel e
v gihan dan kelengkapan dokumen penunjang
lisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang I

ani Kontrak. ‘

Batas akhir waktu yang

pembayar
{erhitung sejak ta
vang tidak diperse
untuk menandatans




G Kepcmilikan
Dokllmen

g Besaran Uang
Muka

I pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

J Denda akibat
Keterlambatan

K Penyelesaian
Sengketa

Penyedia qine.
Dim_m(ihll dlpexbolchkan menggunak
e unak yang dihasijk o
Ngan Pe¢mbatasapn set
* Setelah Serah e :
lmsil/salin ‘
PPK  dan

. €an salinan dokumen dan
<an dar;j Pekerjaan Konstruksi ini
S+bagail berikyt -
; I'ilma Sementary

an dokumen d
hanya (¢
PErsetujuan ppg un

] : Pekerjaan (PHO), seluruh

- ‘1(‘111' Pll?’mti lunak diserahkan kepada

e ng_Hdkan oleh Penyedia dengan
bentingan penelitian atau riset.

Uang muka diberi i i
l’m‘nha_vm'nn prestasi
pembayaran terakhir
100% (seratus
diterbitkan.

Dokumen penunjang
tagih

pekerjaan dilakukan dengan cara
. lanya dilakukan setelah pekerjaan selesai
Perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan

' yang disyaratkan untuk mengajukan
an pembayaran prestasi pekerjaan :

Surat permohonan pembayaran termin;
Laporan kemajuan pekerjaan;
Foto/dokumentasi kemajuan pekerjaan.

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk seuap

hari Keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai
Kontrak.

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa di antara para pihak,
para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui musyvawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa
melalui LKPP berdasarkan Persatuan LKPP Nomor 18/2018.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA
' Pembuat Komitmen (PPK)
| Dinas Kesehatan Pengendalian
danKeluarga Berencana

)A-_..
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA

) selaku Pejabat

Penduduk

e
SEPULUH KIBU RUPIAH

& i)
42D4FAKX578612U25

WENDI

G{K)., MH.Kes Direktur

mule, SpO




| Paimrtl A= R U SENTA N KESEH f
| DIREKTORAT JENDERAL KEFATAN REPUBL’K i;l
‘ Jalan 1 R Ragyna ie ARMAS|AN DAN ALAINDONESIA 1 '
Telepon (o, rBlok X-5 Kavting 4 kS T KESEHATAN ] ’”/"7‘ |
Faksimifa 152015 0 Pakay: JJaKarta 12950 s
€ (021 52964815 Ko:;:lgom 8011 \
0s 203

: GERMAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDER

A
KEMENTERIAN e L KEFARMASIAN paN AL

HATAN REPY AT KESEHATAN

BLIK INDONES|A
NOMOR : FK.01.01NU3491-B/2020

TENTANG
SERTIFIKAT DISTRIBUSg) ALAT KESEHATAN

MEMBACA : 1. Surat Permohonan PT. M

eseh
3 September 2020, alan dengan kelengkapan persyaratan tertanggal

| 2. Hasil analisa terhada
| p Permohonan Sertifikat Distrib
| MECHTRON MASTEV| INDONESIA. S

MENIMBANG bahwa permohonan PT. MECHTRON MASTEV] INDONESIA, Sumatera Utara
lersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, oleh karena itu

dianggap perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan untuk yang
bersangkutan.

MENGINGAT 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang
Penyaluran Alat Kesehatan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN
Kesatu . Memberikan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan kepada:
Nama Perusahaan PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA
Nomor Induk Berusaha © 9120402262163
NPWP - 31.686.764.7-113.000
Alamat Perusahaan - JI. Mandor No. 28, Kel P Berayan
Darat I, Kec. Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara
Telp. 061-80088677
Nama Direklur / Pimpinan . WENDI

FANDY PRADANA
{S.1-Farmasi)

- JI. Mandor No. 28, Kel. P Berayan
Alamal ey Darat |, Kec. Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara

Nama Penanggung Jawab Teknis

Calalan - !
bukti hukum yang sah.
¢ n 2008 Pasal 5 ayat 3 | cetaknya merupakan alat bukli
v Ll e kat elektronik yang diterbitkan BSrE |

roni
informas: Elektronik dan/atau Dokumen Elekk nik menggunakan el
. v Dorumen ini telah ditandatangani secara elektro d




KEMENTER)A
| DIREKTORAT JENNDé(RE

AN REp
AR Ragyia & |E BAOTMASIAN LABIZ\IL}E\'II',\I‘(DONES

Alamat Bengkel / Workshop

i Jenis alat kesehatan yang didis!ribusika

amniran v n [
Lampiran yang Merupakan bagian (g Sebagaimang yang tercantum dalam
Jenderal ini ‘dak  terpisahkan dari Keputusan Direktyr

Sertifikat Distribusi A
heligel USI Alal Kesehatan « : .
ketentuan sebagai beriky. Sebagaimang dimaksug

1. Harus selaly diawasj
tercantum pada surat ke

Diktum Kesatu dengan
Oleh pen

anggung Jawab Tekn:
Putusan ini. eknis - yang namanya

Kpampit Sertifikal Distribysi berlaku 5

(lima) tahun dan be
Republik Indonesia

rlaku untuk seluruh wilayah

Kelima Keputusan inj berlaku sejak tan
diadak

Ditetapkandi : Jakarta
Pada Tanggal : 4 September 2020

—_—

Ot andatingars Secara [wstions Cien
KEMENTERIAN
KESEHATAN O rektar tenderai

REPUBLIK
INDONESIA Drs. Engho Sacialine Magdaiens., Apt , M 80 Med
15 hiP 1410119 198501 7 60} |

Sahnar: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Kementerian Kesehatan R (sebagai laporan).

Oireklur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
Oirektur Jenderal Bea dan Cukai di Jakanta.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, ' i
Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia { GAKESLAB ) di Jakarta.

L o —

o

hasil cetaknya merupakan alat bukli hukum yang sah
u ha

at1 S
* UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 8y tronik dan/ata nakan sertificat elektronik yang diterbitkan BSTE

lek
Informast Elektronik dan/atau Dokumen Ejeklromk menggu
*  Ookumen ini telah ditandatangani secara €




1 OIREKTORAT JENDERA KEFARM
|

REPyY BLIK INDONESIA
AS|AN DAN ALAT S ATAN
Jalan K R Rasung Said Blok x.g Kavlmg 4.9 5 arta 129
Telepon 1021) 520159 Pesawal 2029, 8011
Faksunlle (021)52964838 Kotak Pos 203

SAN DIREKTUR JENDER A, KEFARMASIAN b
KEPUTU KEMENTERIAN KESEpr

AN RE
NOMOR

AN ALAT KESEHATAN
PUBLIK INDONESIA

-FK.01 .01N|/3491-e/2020
TANGGAL 4 September 2020

UNTUK MENDISTRIBUSIKAN ALAT KES
KAN U
D||Z|N

EHATAN
“lektromedik Non Radiagj
hatan Elek
_ Alat Kese

i izin edar sebelum
hwa alat kesehatan tersebut haryg mendapatkan persetujuan iz

n bah

an ketentua

pengan

dieddal ki

—

CWndatangam Se sa Ciebiren s Giel

’ K.ESEE}':‘A‘;EARNM Dardius fenderal
{ el 063, Engho Sonisling Magd sien.. Apt., M.Bi0 Med
L 'NDONESIA WP 15610119 1?'«%]:&

Calatan

; ang sah.”
kti hukum Y
n alatbu BSIE
meftpass iterbitkan
uinzsl celaknyal elektronik yang di
sal 5 ayat 1 tronik dan/ata ke
UUITE No 11 Tahun 2.022{:3‘ e 3
k dan/
Informas; Elektronik

un
k mengg
Jektroni
cara e
telah ditandatangan! S€
Dokumen ini
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PT. Mechtron Mastevi Indonesia

COMPANY
PROFILE

HVAC, Mechanical Electrical
Contractor and Supplier

o M
W KQNTRAKTORHVAC'C
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cal glectrrical, and HVAC Contractor
il R AT = -
!ﬁ.‘uw-€\/‘“~‘- com sudah berpengalaman |epi dari 12 tahun di pigane
S L ECHTRON MASTEV] INDONESIA ~clat. ang HVAC System Pada awal
] adalah perusahan bets.
. n Pratama yang berdiri pada tanggal 21 Juni o >4an berbacan hukum CV. Mult
AU ol 5 DL SR B ¢ tni 035 de”o-]n n ; e
N S PPAT Jhon Lanveine e Sz sl homar Akta Notaris:114
g & Pl . M, UE H 'Uﬂb. SH dengan J€nis usaha Jasa Kontraktor dan Supplier
ke gy usaba UV Multi Mandiy Anugrah Prat ;

dma berubaly o(at
Mectron Mastevi Indonesia yang didirikan tahun 16

.Icltn Shati. SH dengan nomor Akta - 70 di Medan,
al badan hukum yang sah.

‘ us menjadi badan
Subalnan terbatas dengan nama PT e

s 1

013 dihadapan Notaris & PPAT Maulic
ectron Mastevi Indonesia 1comi sebag

9]
S

nabaan yang bergerak di bidany sistem tata udara atau lebih dikenal sebagai Heat

- Londitionmng (MVAC] di Indonesia. Cakupan pelayanan yang kami tawarkan adalah
tem tata udara, meliputi tingkat resicential
broject. Kami juga adalah salah satu perusahaan yang dipercaya dan

s peneh oleh prncipal dan pemegang merek Air Conditioner ternama di Incdonesia

sotaalan, pemasangan dan perawatan sis
butding:




M, arch '
i‘l.mh,.lsmp Lettihcate
Raas e ialy 8-

VISION

Menjadi Pgrusahaan HVAC terkemuka
di Indonesia dengan Standard Internasional.

MISSION

Memberikan pelayanan yang terbaik

kepada setiap pelanggan dalam bidang
Sistem Tata Udara.

Memastikan konsumen mendapatkan informasi
dan produk yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengembangan
SDM yang berkesinambungan.

Secara konsisten mengikuti perkembangan teknologi
& informasi terkait Sistem Tata Udara.

- Sertifikasi*
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pLED CHILLER

CHILLER

LEANROOM
DUCTED Al

SYSTEM R
CONDITIONER e i

i
J. I

MANUAL DOOR

HERMETIC DOOR

Kataleg produk klik

kontraktorhvac.com/products

WWW.
R ER@RM

' WWW.KONTRAKTORHVAC
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bl tanggal 16 Januari 2013 Dide -
M? sendirian Nomor 70, Pan Notaris Mauliddin Shat;
A ati.SH
| = 195771367/1.1/0506 /0472014
gien © >324/5326/4617/2 1105061087501
? = (32. e .46.21058/1991/2338/04/2018
. = 31.686.764.7-113.000
i = S 167PKP{WPJ.O1/KP.0503/2016
i = b-r!’l.2112KT/V\/PJ.O1/F(P.0503/2O'I6
I = No.1.1 4’1‘009./1. | 275.2.06681;’M1/PR/0516/0579/1.6/07/2018
P - U- 1275 -08-149-7 03 40994

~h:i  DINAS PENANAMAN MODAL DAN
. " PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

rrdesd Beadr Abdu Harn Nawunon NG 32 5T ) Medan 20143

N — BRAGE A
NPWP : 31.686.764.7-113.000
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

IJIN USAHA PERDAGANGAN

Mopmor L 138701 19306042010
i e MANDOR NO 28

S '  BRATAN DARAT MEDAN TMUR
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR |
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PT. SAMPOERNA ERKON PRATAMA
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¢ MmTSUBISH!
& % ELECTRIC

DEALER CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY

PT. Mechtron Mastevi Indonesia
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WMEMILIH KONTRAKTORHVAC com

Teknisi Berpengalaman
Berada di industri HVAC selama lebjh dari 12 tahun membuat
ua

la} PT. Mechtron Mastevi Indonesij
i o ngqul d 3
/b teknisi dan tenaga ahli dalam bida”gggHv?t\aclam menyediakan

Prosedur dan Pengawasan Kerja
“ Struktur Organfsasi dan Fungsional PT. Mechtron Mastevi Indonesia
l yang rjnenghamllkan Pengawasan terhadap setiap tahapan
pekerjaan menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan.

Mutu dan Material yang Berstandard
Proyek PT. Mechtron Mastevi Indonesia menggunakan material
0 yang sesuai dengan standard, penggunaan alat kerja terkini sesuai
0 dengan perkembangan teknologi dan memastikan mutu instalasi

a | sesuai dengan standard.

| After Sales Service .
Perawatan instalasi merupakan bagian yang penting dalam memastikan

fungsi dan kualitas. PT. Mechtron Mastevi Indonesia memberi.klar) after
sales service (pelayanan purna jual) berupa garansi dan memiliki

berbagai pilihan kontrak servis.

| i Tepat : .
| e |::te&17;?is;—l¥/i\zgyang dipasang secard profesional dan ?(E;]S‘ual ;tandar
| * akan memberikan hasil yang memuaskan fian pada akhirny

| jangka panjang.

menghemat biaya operasiona

W_ w'




gitals Project :

i(system. HEPA Filter, Operating Theatre CleanRoom S
dutomatic Door, Hand or Foot Sensor, humidity contr
eroom. clean bench. pass box.

ystem, Isolation Room, Hermetic
ol, bag in bag out flter for negative

sict Reference .
ahSaklt Adam Malik, Rumah Sakit Mitra Medika. Rumah Sakit M Djamil, RS Sembiring.
wiind Medistra, RSUD Gunung Sitoli.

i intial Pro
ject .
leassette FloorStanding. Ceiling Concealed. Split Ducted. VRV / VR

F System

"JEctR
Sferen ; libu, Graha
s gel: n Polonia, Cemara Residence, Taman Mali

AS” “emara Kuta, Graha Mansion. Tama dence, dan Royal Sumatra.
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